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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Perwali Kota 
Batu No. 57 Tahun 2015 dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang 
SMP. (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi Perwali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015 jenjang SMP . 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.  
Fokus penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III. 
Lokasi penelitian berada di Kota Batu dengan situs penelitian berada pada Kantor 
Dinas Pendidikan Kota Batu, SMP Negeri 1 serta SMP Negeri 4. Sumber penelitian 
ini berupa sumber primer dan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman, yaitu dengan tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi Perwali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015 pada tingkat SMP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 
berjalan dengan baik. Menyisakan beberapa guru yang tidak dapat dipindahkan, 
karena jumlah guru pada mata pelajaran tertentu sangat minim dan guru tersebut 
sudah merangkap dibeberapa sekolah tertentu. Keberhasilan tersebut dipengaruhi 
beberapa variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur 
birokrasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dilakukan melalui 
sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa tahap. Sumber daya manusia yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan ini merupakan stakeholder pendidikan di 
tingkat SMP. Disposisi dilihat dari kesediaan para guru untuk dipindah tugaskan 
dengan adanya jaminan tidak ada pengurangan hak yang telah didapatkan. SOP dan 
pembagian tugas serta tanggung jawab dalam implementasi kebijakan mengacu 
pada Juknis Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Faktor pendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan yaitu adanya komunikasi yang baik, wujud kepatuhan serta 
tingginya kesadaran guru. Sementara faktor penghambat yaitu minimnya jumlah 
guru pada mata pelajaran tertentu serta sulitnya  penyesuaian jam mengajar guru di 
sekolah baru. 
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SUMMARY 
 This study aims to determine: (1) the implementation of Batu City Mayor 
No. 57 of 2015 in improving the quality of education at the junior high school level. 
(2) supporting factors and obstacles to the implementation of Mayor Regulation of 
Batu City Number 57 of 2015 for Junior High School level. 
 This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The 
research focus in this study uses the theory of George C. Edward III. The research 
location is in Batu City with the research site at the Batu City Education Office, 
Public junior high school 1 and Public junior high school 4. The sources of this 
research are primary sources and secondary sources with data collection techniques 
used are observation, interviews, and documentation. Data analysis used the 
interactive model of Miles and Huberman, namely the stages of data collection, data 
reduction, and data presentation. 
 The results showed that the implementation of Batu City Mayor Regulation 
of Batu City Number 57 of 2015 at the junior high school level in an effort to 
improve the quality of education went well. Leaving some teachers who cannot be 
transferred, because the number of teachers in certain subjects is very minimal and 
these teachers are already concurrently in certain schools. This success is influenced 
by several variables, namely communication, resources, disposition (attitude), and 
bureaucratic structure. Communication in the implementation of this policy is 
carried out through socialization which is carried out in several stages. The human 
resources involved in implementing this policy are education stakeholders at the 
junior high school level. Disposition is seen from the willingness of the teachers to 
be transferred with a guarantee that there is no reduction in the rights that have been 
obtained. Stranded Operational Procedure and division of tasks and responsibilities 
in implementing policies refer to the Technical Guidelines for the Mayor of Batu 
City Number 57 of 2015. Factors supporting the success of policy implementation 
are good communication, a form of compliance and high teacher awareness. While 
the inhibiting factors are the minimum number of teachers in certain subjects and 
the difficulty of adjusting teacher teaching hours in new schools. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
 Pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan suatu 
negara. Kemajuan suatu negara dapat mempengaruhi kualitas hidup dari negara itu 
sendiri. Kualitas hidup suatu negara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), sementara itu IPM suatu negara menyatakan apakan negara 
tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju, berkembang ataupun negara 
terbelakang. IPM diukur dari perbandingan beberapa aspek yaitu dari harapan 
hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh 
dunia. Dilihat dari pentingnya eksistensi pendidikan sebagai salah satu dimensi 
dalam perhitungan IPM, tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan suatu bangsa 
sangat lah penting dalam menunjang keberhasilan suatu negara.  
 Pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan kurang berkualitas dari 
negara-negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan Indeks Pembangunan 
Manusia 2019 yang dikeluarkan PBB dalam situs Human Development Index 
Ranking 2019, pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat kualitas hidup ke-
111 dari 189 negara. Komposisi yang dihitung dari peringkat tersebut yaitu 
pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Sehingga dari data 
tersebut Indonesia dalam aspek pencapaian pendidikannya masih dapat dikatakan 





posisi ke-9, Malaysia menempati posisi ke-61, Thailand menempati posisi ke-77, 
dan masih banyak lagi.  
 Dari data di atas dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia 
perlu diperbaiki mengingat tantangan ataupun permasalahan pendidikan yang terus 
muncul selaras dengan perkembangan zaman. Banyak cara telah dilakukan dalam 
menghadapi tantangan tersebut, salah satunya dengan menyiapkan kebijakan -
kebijakan pendidikan yang sesuai dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini 
serta relevan untuk diterapkan. Kebijakan pendidikan merupakan kumpulan hukum 
atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara yang di dalamnya 
mencakup serta mengatur berjalannya pendidikan. Kebijakan pendidikan selalu 
digunakan sebagai landasan awal dalam melaksanakan pembangunan pendidikan, 
karena dengan kebijakan diharapkan pendidikan berdampak luas kepada 
masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.  
 Hasbullah (Arwildayanto, 2018, p. 13) mengemukakan bahwa kebijakan 
pendidikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga 
pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, dalam 
mewujudkan tujuan pendidikan disuatu masyarakat pada kurun waktu yang 
ditentukan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan 
pendidikan merupakan penjabaran pendidikan mulai dari visi, misi tujuan dan 
sasaaran dari hasil perumusan langkah strategis yang dilakukan oleh pihak yang 
bersangkutan dengan kurun waktu sesuai yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan 
bahwa suatu kebijakan pendidikan dicetuskan guna memberikan dampak pada 





 Kebijakan pendidikan di Indonesia pada era reformasi sekarang ini lebih 
fokus pada perbaikan sistem pendidikan nasional. Mukodi (2016, p. 145) 
menjelaskan bahwa terdapat empat kebijakan pendidikan yang menjadi agenda 
perbaikan sistem pendidikan nasional yaitu mencakup: (1) peningkatan mutu 
pendidikan; (2) efisiensi pengelolaan pendidikan; (3) relevansi pendidikan, serta (4) 
pemerataan pelayanan pendidikan. Keempat agenda tersebut muncul atas keinginan 
dan tuntutan bangsa Indonesia, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas 
pendidikan serta mempermudah dan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan. 
Salah satu dari beberapa agenda perbaikan tersebut yaitu pemerataan pelayanan 
pendidikan menjadi cakupan yang cukup luas, pemerataan tersebut mencakup 
fasilitas, anggaran, bahkan tenaga kependidikan yang juga teribat di dalamnya.  
 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pelayanan pendidikan 
di Indonesia salah satunya dengan menyamaratakan tenaga kependidikan 
khususnya guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik 
profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa guru merupakan ujung tombak 
pendidikan, tanpa seorang guru proses belajar mengajar sebagai komponen utama 
pendidikan tidak akan terselenggara.  
 Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dapat melaksanakan tugas 
kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 





disebutkan bahwa setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 
jawab. Selain itu guru juga wajib menaati peraturan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 ayat 17 bahwa PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. Sehingga relevansi guru sebagai PNS sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran pendidikan di Indonesia, serta dalam peraturan pendidikan 
yang telah dicetuskan guru memiliki kewajiban untuk taat terhadap peraturan 
tersebut. 
 Melihat kondisi Indonesia yang begitu luas, pemerintah mengharapkan 
pendidikan beserta pelayanannya dapat merata di setiap daerah. Salah satu cara 
pemerintah dalam menyamaratakan pelayanan pendidikan adalah dengan penataan 
dan pemerataan guru. Tindakan tersebut diharapkan agar guru di Indonesia tersebar 
sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Penataan dan 
pemerataan guru masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019 yang termuat dalam misi dan tujuan 
strategis Dirjen GTK. Misi yang terlampir di dalamnya yaitu untuk mewujudkan 
penataan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang meluas, merata dan 
berkeadilan. Sedangkan salah satu tujuan strategis dalam Dirjen GTK yaitu untuk 
meningkatkan penataan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang meluas, 
merata dan berkeadilan. 
 Terkait dengan hal tersebut, kebijakan penataan dan pemerataan guru di 
Indonesia sudah mulai diberlakukan serta diterapkan di berbagai daerah, salah 





Timur, kota ini mendapat julukan sebagai kota wisata yang memiliki potensi 
keindahan alam serta wisata buatan yang beragam. Selain memiliki beragam 
pariwisata yang ditonjolkan, pemerintah Kota Batu juga menggencarkan 
pembangunan pendidikan di kota ini. Salah satu langkah dalam mendukung 
pembangunan pendidikan di Kota Batu, pihak pemerintah menyiapkan sejumlah 
kebijakan pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia.  
 Sejumlah kebijakan pendidikan tersebut, diantaranya terdapat kebijakan 
pemerataan dan penataan guru yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015. Kebijakan tersebut dikeluarkan agar SDM yang dikerahkan sesuai 
dengan tujuan pembangunan pendidikan di Kota Batu. Hal tersebut diakui oleh 
WaliKota Batu periode 2017-2022 yaitu Dewanti Rumpoko dalam wawancara 
dengan tim timesindonesia.com pada Februari 2018, Beliau meminta para guru 
senantiasa memperbarui (update), termasuk hal pemerataan. "Kenapa ada mutasi 
atau rotasi? supaya SDM-nya yang mengajar merata." 
  Mutasi dan rotasi guru di Kota Batu merupakan upaya pengoptimalan guru 
dalam rangka memenuhi tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka per minggu. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Wali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015 pasal 13 ayat 1 yaitu “Penataan guru merupakan upaya optimalisasi 
pemberdayaan guru untuk memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka 
dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggu, (2) guru yang diprioritaskan 
untuk melaksanakan tugas”. Sehingga norma Peraturan Wali Kota Batu No. 57 





Batu dengan menyesuaikan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka per minggu. 
 Pendidikan di Kota Batu tersebar dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 
Kecamatan Junrejo, serta Kecamatan Bumiaji. Jenjang pendidikan dasar dan 
menengah serta jenjang pendidikan yang sejenisnya tersebar dalam 3 wilayah 
tersebut. Menurut Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah 
sekolah yang tersebar dalam 3 kecamatan tersebut yaitu: 









N S JML N S JML N S JML N S JML 
1. Kec. Batu 26 18 44 3 14 17 2 9 11 2 8 8 80 
2. Kec. Junrejo 16 5 21 2 5 7 1 1 2 0 3 3 33 
3. Kec. 
Bumiaji 
23 4 27 4 4 8 1 1 2 1 1 2 39 
Total 65 27 92 9 23 32 4 11 15 3 10 13 152 
Keterangan : N = Negeri, S = Swasta, JML = Jumlah 
Sumber: https://referensi.data.kemdikbud.go.id/.2020 
 Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Batu memiliki jumlah 
sekolah yang jauh lebih banyak daripada kecamatan lainnya, hal ini karena 
termasuk pada wilayah pusat kota. Dari total 152 sekolah yang tersebar dalam 3 
kecamatan tersebut, total guru yang ada mencapai 2.199 orang. Hal tersebut dapat 
dilihat dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah 2019/2020 yang tergambar pada tabel berikut ini:  
Tabel 1.2 Data Guru dalam Satuan Pendidikan Kota Batu 
No. Wilayah SD SMP SMA SMK Total 
1. Kec. Batu 465 374 169 235 1251 
2. Kec. Junrejo 234 98 55 25 412 
3. Kec. Bumiaji 291 132 36 68 536 






 Jika dihitung, perbandingan antara total sekolah dengan total guru yang ada 
tidak merata pada setiap kecamatan. Besar perbandingan antara total sekolah 
dengan total guru di Kecamatan Batu yaitu 1:16, Kecamatan Junrejo 1:12, 
sementara Kecamatan Bumiaji 1:14. Terkait dengan tanggung jawab pendidikan 
dasar yang dipegang oleh Kota Batu, beberapa jenjang pendidikan memiliki 
klasifikasi rasio antara jumlah siswa dengan guru sebesar: 
a. Untuk Tk atau yang sederajat sebesar 1:11 
b. Untuk RA atau yang sederajat sebesar 1:12 
c. Untuk SD atau yang sederajat sebesar 1:17 
d. Untuk MI atau yang sederajat sebesar 1:21 
e. Untuk SMP atau yang sederajat sebesar 1:15 
f. Untuk MTs atau yang sederajat sebesar 1:14 
 Dilihat dari beberapa data di atas rasio siswa dengan guru pada setiap 
jenjang pendidikan yang sederajat belum sama. Hal ini juga dialami pada tingkat 
SMP, dari data Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah 
Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Batu tahun 2017 yang dimuat 
dalam Badan Pusat Statistik Kota Batu sebagai berikut: 
Tabel 1.3 Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Guru di Kota Batu tingkat SMP 




Rasio Guru – 
Peserta didik 
1. Batu 15 5.394 345 1:16 
2. Junrejo 5 1.253 91 1:14 
3. Bumiaji 7 1.548 108 1:14 
 Kota Batu 25 8.195 544 1:15 







 Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaran 
sekolah menengah pertama di Kota Batu masih mengalami ketimpangan antara 
rasio peserta didik dengan rasio guru yang tersebar dalam tiga kecamatan. 
Kecamatan Batu sebagai pusat kota memiliki rasio paling tinggi yaitu 16 perserta 
didik banding 1 guru, salah satu sekolah yang termasuk dalam kecamatan tersebut 
adalah SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 merupakan salah satu sekolah yang letaknya 
strategis dan menjadi sekolah yang notabe-nya sebagai salah satu sekolah terfavorit 
di Kecamatan Batu bahkan di Kota Batu.  
 Sedangkan rasio guru dengan peserta didik sebesar 1:14 diraih dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Junrejo dan Bumiaji. Total sekolah SMP Negeri 
beserta Swasta pada dua kecamatan tersebut sebanyak 15 sekolah, sementara itu 
Kecamatan Junrejo memiliki 7 SMP sedangkan Kecamatan Bumiaji memiliki 8 
SMP. Dari kedua kecamatan tersebut, salah satunya merupakan SMP Negeri 4 yang 
berlokasi di Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. 
 Rasio guru dan siswa pada jenjang SMP yang tergolong relatif kecil dan 
kurang terelaborasi dengan baik di Kota Batu, sehingga memungkinkan 
pemanfaatan guru yang tidak efisien. Hal ini salah satunya disebabkan oleh jumlah 
siswa yang ada dibeberapa sekolah tidak merata di Kota Batu. Ketimpangan rasio 
guru dan siswa juga dapat disebabkan oleh kebijakan makro yang kurang tepat di 
Kota Batu, misalnya pembangunan sarana pendidikan tanpa disesuaikan degan 
potensi siswa dan perubahan ke depan. Selain itu, rasio guru dan siswa yang relatif 
kecil kecil juga dapat disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata antar 





 Dari beberapa penjelasan di atas menujukan bahwa pemerataan dan 
penataan guru di Kota Batu harus dilaksanakan, guna menyamaratakan guru yang 
tersebar disetiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Serta dengan adanya 
kebijakan tersebut mewujudkan pemerataan potensi dan kompetensi guru di seluruh 
wilayah Kota Batu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan Peraturan 
WaliKota Batu Nomor 57 Tahun 2015.  
 Sebelum menyusun penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada 12 
Agustus 2020 dengan Ibu Rafika salah satu pegawai Dinas Pendidikan Kota Batu 
yang menangani implementasi Perwali No. 57 Tahun 2015. Hasil wawancara yang 
didapatkan yaitu Perwali No. 57 Tahun 2015 mulai di eksekusi dari tahun 2016 
hingga 2020 sebanyak lima kali mutasi yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran 
baru yaitu pada 1 Juli di Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT). Dalam 
pengimplementasiannya terdapat hambatan yaitu (1) harus menyesuaikan jam dan 
mata pelajaran, karena mutasi guru di tingkat SMP disesuaikan dengan Mata 
Pelajaran, (2) harus menyesuaikan sertifikasi dan tunjangan sertifikasi agar 
kesejahteraan guru tidak terhambat yang diberikan kepada guru yang terpenuhi 
minimal mengajar 24 jam. Namun implementasi Perwali tersebut telah 
terrealisasikan dan dapat dikatakan baik, hanya menyisakan beberapa guru yang 
belum di mutasi karena jumlah guru yang sangat sedikit (misalnya guru bimbingan 
konseling) dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Serta beberapa guru yang 
tidak dapat di mutasi karena telah merangkap beberapa sekolah sehingga tidak 





 Dari tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 280 guru sudah di mutasikan ke 
beberapa sekolah. Dari total guru tersebut, mutasi dilakukan sebanyak lima kali 
yang dilakukan setiap tahun ajaran baru. Berikut ini merupakan jumlah total guru 
yang dimutasi dari tahun 2016 hingga 2020. 
Tabel 1.4 Jumlah Mutasi Guru Tahun 2016 hingga 2020 
No. Tahun Jumlah Guru  
1. 2016 75 
2. 2017 63 
3. 2018 90 
4. 2019 19 
5. 2020 33 
Total 280 
Sumber: Olahan Peneliti. 2020 
 Selain itu untuk melihat dari sudut pandang guru yang dirotasi, penulis 
melakukan wawancara pada 29 Januari 2020 dengan Ibu Eni Sulistiati salah satu 
guru yang merasakan kebijakan perwali Kota Batu gelombang ke-2, beliau dipindah 
tugaskan dari SMP PGRI 02 Batu ke SMP Darush Sholihin. Beliau menjelaskan 
bahwa pada awalnya implementasi kebijakan tersebut dirasa kurang setuju dan 
merasa keberatan untuk dipindah tugaskan karena harus beradaptasi dengan sekolah 
baru. Serta menjelaskan bahwasanya beberapa rekan gurunya tidak setuju dengan 
implementasi kebijakan tersebut, namun setelah dilaksanakan keberatan akan 
implementasi kebijakan tersebut hilang dengan sendirinya. Kebanyakan guru 
tersebut hanya memerlukan proses adaptasi dengan kebijakan tersebut.  
 Berdasarkan latar belakang di atas, kebijakan penataan dan pemerataan guru 
di Kota Batu yang diwujudkan dalam bentuk Perwali 2015 No. 57 Tahun 2015 





Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan di Kota Batu. Penting bagi peneliti 
untuk meneliti lebih lanjut dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut 
diimplementasikan. Namun peneliti tidak melakukan penelitian yang menyeluruh 
mengenai Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru PNS dan Guru Non PNS, serta 
Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan di Kota Batu sebagaimana yang termuat 
dalam peraturan tersebut. Melaikan peneliti melakukan penelitian khususnya pada 
penataan dan pemerataan guru pada pada jenjang SMP di Kota Batu.  
 SMPN 1 Batu dan SMPN 4 Batu terpilih sebagai lokasi penelitian, hal yang 
mendasari peneliti memilih kedua lokasi tersebut yaitu: 1) SMPN 1 Batu 
merupakan salah satu sekolah dengan lokasi strategis di Kecamatan Batu; 2) SMPN 
4 Batu merupakan salah satu potret SMPN yang terletak di Kecamatan Bumiaji dan 
lokasi tersebut lumayan jauh dari pusat kota; 3) SMPN 1 Batu dan SMPN 4 Batu 
terletak di dua kecamatan yang berbeda; 4) kedua sekolah terebut telah memutasi 
beberapa guru yang ada disana. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan 
Guru di Tingkat SMP dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota 
Batu”. Studi Implementasi Peraturan WaliKota Batu Nomor 57 Tahun 2015 
Tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru PNS dan Guru Non PNS, Serta 
Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan di Kota Batu).  
 
I.2 Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan 





1. Bagaimana implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 jenjang SMP ? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan 
khusus, diantaranya adalah : 
1. Tujuan umum 
Tujuan umum dari penelitian ini antara lain adalah : 
a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan 
penataan dan pemerataan guru di SMP Kota Batu. 
b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan 
penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan dan 
pemerataan guru di SMP Kota Batu 
2. Tujuan khusus 
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk memenuhi syarat guna menempuh ujian program Sarjana di Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 
b. Untuk alat yang dapat digunakan oleh pihak SMP Negeri Kota Batu dalam 
upaya memperbaiki mutu pendidikan guna mendapatkan kualitas 





c. Untuk memberikan kebermanfaatan kepada banyak pihak khususnya 
beberapa SMP Negeri Kota Batu, dan mahasiswa Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya. 
 
I.4 Kontribusi Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 
kepustakaan dan bahan masukan bagi penelitian terkait di lingkungan Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan: 
a. Bagi Peneliti: 
Sebagai bahan masukan dalam menambah informasi pengetahuan mengenai 
implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru di SMP Kota Batu. 
b. Bagi Pemerintah: 
Sebagai alat evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 
mengimplementasikan kebijakan selanjutnya serta meminimalkan dampak 
yang terjadi dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 
di SMP Kota Batu, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. 
c. Bagi Guru: 
Sebagai sebagai bahan untuk bersosialisasi dan menambah informasi terkait 






I.5 Sistematika Pembahasan 
 Guna memberikan gambaran keseluruhan terkait dengan skripsi ini, berikut 
terdapat pokok-pokok penulisan yang terdapat dalam setiap bab, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Terdiri dari (1) Latar Belakang, sebagai pengantar yang mendasari 
pentingnya penelitian, (2) Rumusan Masalah, berisi pokok permasalahan 
yang diteliti, (3) Tujuan Penelitian, (4) Kontribusi Penelitian, (5) Sistematika 
Penulisan. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
Terdiri dari (1) Administrasi Pendidikan, (2) Kebijakan Publik, (3) 
Implementasi Kebijakan, (4) Kebijakan Pendidikan, (5) Kualitas 
Pendidikan. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Terdiri dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Terdiri dari (1) Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian Analisis, (2) 
Penyajian Data, (3) Analisis Data. 
BAB V PENUTUP 





BAB II  
KAJIAN TEORI 
II.1 Administrasi Pendidikan 
II.1.1 Pengertian Administrasi Pendidikan 
 Kata “administrasi” berasal dari Bahasa Latin “administrare” (ad = pada, 
ministrare = melayani) artinya administrasi berarti melayani atau memberi 
pelayanan. Sjamsiar Sjamsuddin (2016, p. 2) mengemukakan bahawa administrasi 
di Indonesia dikenal sebagai tata usaha atau catat mencatat. Hal ini dapat dipahami 
karena Indonesia lama dijajah Belanda dan orang pribumi pada masa itu hanya 
diberi tugas dalam kegiatan tata usaha atau catat mencatat.  
 Sondang P. Siagian (Pratiwi, 2016, p. 18) mengatakan administrasi adalah 
sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang 
didasakan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Sependapat dengan hal tersebut, The Liang Gie (Indradi, 2016, p. 8) 
mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan 
terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja 
sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses kerja sama terhadap pekerjaan 
pokok atara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
 Jika dilihat dari pengertian administrasi di atas, administrasi dapat 





hakikatnya adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan yang dapat 
berupa tata usaha, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha praktik-
praktik pendidikan, serta masih banyak lagi. Untuk memahami lebih lanjut 
mengenai administrasi pendidikan, berikut ini dikemukan beberapa pendapat 
tentang administrasi pendidikan sebagaimana dikutip dalam Risnawati (2014, p. 3) 
yaitu: 
1. Stephen J. Knezeich (1984) dalam mendefinisikan bahwa:  
 “Educational administration is a specialized set of organizationalfunctions 
whose primary purposes are to insure the efficient andeffective delivery of 
relevant educational service as well as imple-mentation of legislative policies 
through planning, decision mak-ing, and ledership behavior that keeps the 
organizations focusedon predetermined objectives, provides for optimum 
allocation andmost productive uses, stimulates and coordinated professional 
andother personnel to produce a coherent social system and 
desirableorganizational climat, and facilitates determination of 
essentialchanges to satisfy future and emerging needs of student andsociaty”. 
Makna dari uraian tersebut, menunjukkan kompleksitas aktivitas yang saling 
ketergantungan. Administrasi pendidikan merupakan sekumpulan fungsi - 
fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan 
efektivitas pelayanan pendidikan, sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui 
perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan 
alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil, dan iklim organisasi 
yang kondusif, serta menentukan perubahan esensial fasilitas untuk memenuhi 
kebutuhan peserta didik dan masyarakat di masa depan. 
 
2. Oteng Soetisna (1993) mengemukakan bahwa teori administrasi pendidikan 
dapat diartikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, generalisasi, yang secara 
sistematis menjelaskan perilaku dalam organisasi pendidikan.  
3. Hadari Nawawi (1981) mengemukakan administrasi pendidikan, adalah 
rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama 





sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga 
pendidikan formal.  
4. Engkoswara (1987) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan dalam arti 
seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya 
untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif”. Selanjutnya mengatakan 
penataan mengandung makna, “mengatur, manajemen, memimpin, mengelola 
atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, 
melaksanakan dan mengawasi, atau membina”. Sumber dayanya terdiri dari; (1) 
sumber daya manusia (peserta didik, pendidik, dan pemakai jasa pendidikan), 
(2) sumber belajar atau kurikulum (segala sesuatu yang disediakan lembaga 
pendidikan untuk mencapai tujuan), dan (3) fasilitas (peralatan,barang, dan 
keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan). Tujuan 
pendidikan yang produktif berupa prestasi yang efektif, dan suasana atau proses 
yang efisien.  
 Dari ke-empat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi 
pendidikan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya yang 
tersedia. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan 
menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, 






II.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan 
 Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dipahami sebagai bidang 
garapan administrasi dalam dunia pendidikan. Tentunya ruang lingkup tersebut 
cukup luas, kegiatan administrasi dilakukan sejalan berlangsungnya pendidikan. 
Hadari Nawawi (Aziz, 2016, p. 13) menyatakan, bahwa secara umum ruang lingkup 
administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut 
meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut: 
1. Manajemen Administrasi (Administrasitive Management). Bidang kegiatan ini 
disebut juga “management of administrative function” yakni kegiatan-kegiatan 
yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi/kelompok 
kerja sama mengajarkan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. 
2. Manajemen Operatif (Operative Management). Bidang kegiatan ini disebut 
juga “Management of Operative Function” kegiatan-kegiatan yang bertujuan 
mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi 
beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. 
 Sementara itu Ary H Gunawan (Risnawati, 2014, p. 23) menerangkan 
bahwa garapan-garapan kegiatan pengelolaan sekolah dapat diklasifikasikan 
kepada delapan garapan yaitu: 
1. Pengelolaan peserta didik (siswa). 
2. Pengelolaan personel (guru + pegawai TU). 
3. Pengelolaan kurikulum 





5. Pengelolaan anggaran / biaya. 
6. Pengelolaan tata laksana / tata usaha. 
7. Pengelolaan organisasi. 
8. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas). 
 Sependapat dengan Gunawan, M. Daryanto (Aziz, 2016, p. 11) 
menyebutkan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan sebagai berikut: 
1. Bidang tata usaha sekolah meliputi: 
a. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. 
b. Anggaran belanja keuangan sekolah. 
c. Masalah kepegawaian dan personalia sekolah. 
d. Keuangan dan pembukuan. 
e. Korespondensi/surat-menyurat. 
f. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, pelaporan, pengisian 
buku induk, rapor, dan sebagainya. 
2. Bidang personalia murid meliputi: 
a. Organisasi murid. 
b. Masalah kesehatan murid. 
c. Masalah kesejahteraan murid. 
d. Evaluasi kemajuan murid. 
e. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. 
3. Bidang personalia meliputi: 
a. Pengangkatan dan penempatan guru. 





c. Masalah kepegawaian. 
d. Masalah komite dan evaluasi kemajuan diri. 
e. Refreshing dan up-gradig guru-guru. 
4. Bidang pengawasan (supervisi) meliputi: 
a. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam 
menjalankan tugasnya masing-masing. 
b. Mengusahakan dan mengembangkan kerja sama yang baik antara guru, 
murid, dan pegawai tata usaha sekolah. 
c. Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil 
pendidikan dan pengajaran. 
d. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. 
5. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi: 
a. Berpedoman dan mengedepankan apa yang tercantum dalam kurikulum 
sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan 
pendidikan dan pengajaran. 
b. Melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya, 
disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. 
 Dari beberapa pendapat di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa ruang 
lingkup administrasi pendidikan terbagi menjadi beberapa bidang garapan. Bidang-
bidang garapan tersebut meliputi peserta didik, personel (guru + pegawai TU), 
kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran / biaya, tata laksana / tata usaha, 
organisasi, serta hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas). Dalam ruang 





terlibat dapat bekerja sama dengan tujuan yang sama agar dapat dicapai dengan 
tepat dan benar. 
 
II.2 Kebijakan Publik 
II.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 
 Secara tidak disadari kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi 
sebuah negara, karena dengan adanya kebijakan publik negara dapat tertata dan 
dapat berimbas pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik memiliki ruang 
lingkup yang sangat luas dalam berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, 
sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu, jika dipandang dari hirarki 
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal yang dapat berupa 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, 
peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah 
kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota, dan lain-lain. 
  Definisi kebijakan itu sendiri sering penulis artikan sebagai keputusan, 
peraturan, program, pedoman, ketentuan, dan sebagainya lainnya. Kebijakan atau 
yang sering kita dengar sebagai istilah policy memiliki beberapa pemahaman dan 
makna yang beragam, hal tersebut tergantung pada sudut pandang bagaimana kita 
memahami istilah kebijakan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 





tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 
mencapai sasaran; garis haluan. 
 Dalam buku Taufiqurakhman (2014, p. 3), Easton memberikan definisi 
kebijakan publik sebagai the “authoritative al-location of values for the whole 
society” atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota 
masyarakat. Sedangkan Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik 
sebagai “ projected program of goal, value, and practice” atau sesuatu program 
pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktik yang terarah. Dari kedua 
pendapat tersebut, kebijakan publik lebih condong sebagai pengalokasian nilai-nilai 
yang dipraktikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  
 Sementara Chandler dan Plano sebagaimana yang dikutip Yulianto Kadji  
(2015, p. 8) mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang 
strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintah”. Sejalan dengan pendapat tersebut Wol 
sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:4) menyebutkan bahwa kebijakan publik 
ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah 
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Realitanya menunjukkan bahwa kebijakan 
publik telah membantu birokrasi pemerintah maupun para politisi sebagai jalan 
pemecahan masalah-masalah publik, serta melibatkan masyarakat beserta sumber 






 Abidin (Handoyo, 2012, p. 17) mencatat ada empat unsur penting dari 
kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) 
dampak atau outcomes. Senada dengan pendapat Abidin, Charles O. Jones 
sebagaimana dikutip dalam Kadji (2015, p. 10) menegaskan bahwa kebijakan 
publik terdiri dari komponen-komponen: 
1. Goal atau tujuan yang diinginkan. 
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan, 
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, 
4. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, 
membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. 
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau 
sekunder).  
  Kebijakan publik memiliki komponen atau unsur yang keberadaanya dapat 
dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Kebijakan publik selalu 
menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari alasan mengapa kebijakan publik 
tersebut harus ada. Anderson (Handoyo, 2012, p. 16) mengemukakan lima ciri 
umum dari kebijakan publik, yaitu: 
1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or 
chance behavior. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak 
boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. 
Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.  
2. Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete 





berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan 
dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, 
berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. 
3. Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to 
do. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang 
dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.  
4. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berwujud 
negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk 
melaksanakannya.  
5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada 
hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat 
mematuhinya. 
 Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah oleh yang 
terarah pada tujuan yang diinginkan guna memecahkan masalah-masalah publik, 
serta melibatkan masyarakat beserta sumber daya yang ada lainnya untuk ikut 
berpartisipasi dalam kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik biasanya tertuang 
dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat 







II.2.2 Proses Kebijakan Publik  
 Dunn  (Kadji, 2015, p. 11) menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan 
publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses 
kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan 
sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap 
yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, sebagaimana pada 
gambar berikut ini. 
 
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik menurut Dunn 
Sumber: Kadji, 2015, p. 11 
 Dari gambar di atas dapat dijelaskan tahapan aktivitas intelektual dalam 
proses kebijakan, yakni: i) perumusan masalah : memberikan informasi mengenai 
kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah, ii) forecasting (peramalan) : 
memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari 
diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan, iii) 





alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat 
bersih paling tinggi, iv) monitoring kebijakan: memberikan informasi mengenai 
konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan 
termasuk kendala-kendalanya, dan v) evaluasi kebijakan: memberikan informasi 
mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. 
 Proses kebijakan publik menurut Kadji (2015, p. 12) tak lepas dari filsafat 
teori sistem yang mempertimbangkan bahwa setiap tahapan kebijakan pasti 
berdimensi Input, Process, Output, dan Outcome. Bahwa proses kebijakan publik 
itu baik dalam tahapan formulasi, implementasi, maupun evaluasi kebijakan publik 
seharusnya memperhatikan apa yang menjadi input, process, output, dan outcome 
dari kebijakan publik itu sendiri. Input kebijakan meliputi: berbagai isu dalam 
masyarakat yang dapat diolah menjadi isu publik yang strategis. Misalnya jika 
terjadi masalah kesemrawutan pedagang kaki lima di pusat kota, maka perlu dibuat 
kebijakan solutif untuk pemecahan masalah pedagang kaki lima tersebut. Process 
kebijakan, bagaimana membuat dan memproduk sebuah kebijakan yang berpihak 
kepada kepentingan publik, misalnya Keputusan Kepala Daerah tentang Penertiban 
Pedagang Kaki Lima. Output kebijakan, berupa Keputusan Kepala Daerah dengan 
nomenklatur kebijakan tentang penertiban pedagang kaki lima. Outcome kebijakan, 
kebijakan penertiban pedagang kaki lima akan berdampak kepada ketertiban umum 







 Sementara itu Ripley (Kadji, 2015, p. 13) memberikan alur tahapan 
kebijakan publik seperti dalam gambar berikut ini: 
 
Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik 
Sumber : Kadji, 2015, p. 1 
 Dari gambar di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam penyusunan agenda 
kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yakni; a) membangun persepsi di 
kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai 
masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap 
masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain atau elite politik bukan dianggap 
sebagai masalah; b) membuat batasan masalah; dan c) memobilisasi dukungan agar 
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan 





dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa 
dan sebagainya. 
 Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu 
mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah 
yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif 
kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada 
sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. 
Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana 
kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada sistem insentif, penghargaan dan 
sanksi (reward and punishment) agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan 
dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak 
kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, 
dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru 
di masa yang akan datang, agar kebijakan akan lebih baik dan lebih berhasil.  
 Anderson (Kadji, 2015, p. 14) menetapkan proses kebijakan publik sebagai 
berikut: 
1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang 
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut 
dapat masuk dalam agenda pemerintah? 
2. Formulasi kebijakan (policy formulation): Bagaimana mengembangkan 
pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? 





3. Penentuan kebijakan (adoption formulation): Bagaimana alternatif ditetapkan? 
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan 
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan 
kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan? 
4. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 
5. Evaluasi (evaluation) : Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan 
diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya 
evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau 
pembatalan? 
 Sependapat dengan Andreson, Howlet dan M. Ramesh (Kadji, 2015, p. 15) 
menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan 
sebagai berikut: 
1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa 
mendapat perrhatian dari pemerintah. 
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-
pilihan kebijakan oleh pemerintah. 
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah 
memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu 
tindakan. 
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 





5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan 
menilai hasil atau kinerja kebijakan. 
 Dari beberapa pandangan mengenai proses kebijakan publik di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar proses kebijakan publik terdiri 
dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi 
kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Jika di Tarik benang merah bahwa proses 
kebijakan tersebut berkenaan dengan Input, Process, Output, dan Outcome dalam 
ranah kebijakan publik. 
 
II.3 Implementasi Kebijakan 
II.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan merupakan salah satu dimensi dari proses 
kebijakan sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas. Sehingga implementasi 
menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan 
dalam mencapai tujuan. Selain itu implementasi kebijakan memiliki aspek yang 
cukup luas, salah satunya berkenaan dengan dengan bagaimana suatu kebijakan 
dapat tersalurkan pada masyarakat.  
 Van Meter dan Van Horn (Rusdiana, 2015, p. 132) menyebutkan bahwa 
implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang 
dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-





istilah operasional atau usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan 
kecil yang dimanfaatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.  
 Dalam perspektif lain, Solichin Mujianto (Arwildayanto, 2018, p. 78) 
menyatakan implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, 
bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Keseluruhan 
tindakan pemangku kepentingan (stakeholder) diarahkan pada pencapaian tujuan 
kebijakan. Hal senada dijelaskan Riant Nugroho (Arwildayanto, 2018, p. 78) bahwa 
implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan 
organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara 
langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi 
kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan itu sendiri sebagai kebijakan penjelas 
atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. 
 Mazmanian dan Sabatier (Kadji, 2015, p. 48) mengatakan bahwa: 
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan 
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara 
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur 
atau mengatur proses implementasinya. Sementara itu James E Andreson 
(Rusdiana, 2015, p. 133) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan mencakup: 
1. Personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 
2. Esensi proses administratif. 





4. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan 
 Dalam konteks pendidikan Hasbullah (Arwildayanto, 2018, p. 78) 
mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan usaha atau 
pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik. 
Sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak di implementasikan, 
tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebaliknya sesederhana apapun 
rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih 
berguna apapun dan seberapa pun hasilnya. Anderson (Arwildayanto, 2018, p. 80) 
menjelaskan ada 4 komponen dalam implementasi kebijakan pendidikan, 1) siapa 
yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu, 2) proses administrasi, 3) 
kepatuhan yang diharapkan, 4) dampak pelaksanaan kebijakan pendidikan itu. 
 Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa implementasi kebijakan merupakan cara laksana dari keputusan kebijakan 
agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan melibatkan 
komponen kebijakan seperti personel yang terlibat, esensi proses, kepatuhan serta 
dampak dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang sudah diimplementasikan maka 
secara tidak langsung masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut juga 
berlaku dengan implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan.  
 
II.3.2 Model Implementasi Kebijakan 
 Suatu kebijakan dapat dievaluasi apabila kebijakan tersebut dapat di 
realisasikan dengan mengimplementasikanya. Untuk lebih mengenal substansi dari 





kebijakan dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik, seperti 
Van Meter dan Van Horn, Hoogwood & Gun, Nakamura dan Smallwood, serta 
masih banyak pakar lain yang berkonstribusi dalam mengemukakan model 
implementasi tersebut. Dalam hal ini, penulis lebih condong mengarah kepada 
model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edwards III sebagaimana 
dijelaskan dalam Kadji (2015, p. 54) serta Agustino (2017, p. 136) yaitu: 
 Edwards menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam 
mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:“Communication, resourches, 
dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”. 
 
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III 
Sumber : Kadji, 2015, p. 63 
1. Communication (Komunikasi) 
 Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat 
dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi 





a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 
penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), 
hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa 
tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah 
jalan. 
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 
haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/nebdua).  
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 
haruslah konsisten dan jelas . Karena jika perintah yang diberikan sering 
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di 
lapangan. 
2. Resourches (Sumber Daya) 
 Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa 
elemen, yaitu : 
a. Staf, sumber daya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. 
Penambahan jumlah staf dan implementor diperlukan (kompeten dan 
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas 
yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
b. Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 





disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi 
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan 
pemerintah yang telah ditetapkan.  
c. Wewenang, pada umunya kewenangan harus bersifat formal agar perintah 
dapat dilaksanakan.  
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti 
apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk 
melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 
dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil 
3. Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana) 
 Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses 
implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan 
berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan wajib mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, serta 
mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut. Sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang 
mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan 
akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka. Hal-
hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, 
adalah: 
a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan 





personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 
diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan 
pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi 
pada kepentingan warga. 
b. Melakukan pengaturan birokrasi, dalam konteks ini Edward III 
mensyarakatkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam 
hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan 
staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan 
kompetensinya. 
c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan 
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
memanipulasi insentif. 
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) 
 Meskipun sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau 
para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan 
mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan 
kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat 
kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut 
adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan 
harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan 






II.3.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan 
 Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan 
tersebut. Arif Rohman (Rusdiana, 2015, p. 139) menyatakan, bahwa ada tiga faktor 
yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam inplementasi 
kebijakan yaitu: 
1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para 
pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat 
atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan 
terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. 
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan 
diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari para pelaku 
pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang 
budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan 
sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan 
misi implementasi kebijakan.  
3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut 
jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi 
pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main 
organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring 





 Sementara itu dalam buku Arwildayanto (2018, p. 93) faktor penentu 
implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, faktor dalam 
model implementasi kebijakan yang berkaitan satu sama lain yaitu: 
a. Komunikasi: 
 Kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik, jika 
terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan 
para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat 
disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya 
distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting 
asumsinya semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program 
maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 
mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya. 
b. Sumber Daya Manusia 
 Begitu juga setiap kebijakan pendidikan harus didukung sumber 
daya yang memadai (SDM), baik sumber daya manusia, maupun sumber 
daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas 
pengetahuan, karakter, dan keterampilan maupun kuantitas implementor 
dapat juga melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kecukupan sumber daya 
finansial juga memperlihatkan kecukupan modal investasi atas kebijakan 
yang diambil. Keduanya harus saling mendukung dan menjadi perhatian 
dalam implementasi/kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 
Misalnya kebijakan menjadi guru profesional minimal pendidikan S1, 





kehandalan implementor akan menghasilkan kebijakan yang kurang enerjik, 
berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial 
berkontribusi menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa 
dukungan sumber daya finansial mustahil program akan berjalan efektif dan 
cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
c. Disposisi atau sikap pelaksana  
 Merupakan komitmen implementor dalam mewujudkan kebijakan. 
Karakteristik sikap pelaksana menempel erat pada implementor kebijakan 
berupan kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki 
komitmen tinggi, jujur dan berintegritas senantiasa bertahan diantara 
hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan 
implementor kebijakan untuk tetap berada dalam aras program yang telah 
ditetapkan dalam guideline kebijakan. Komitmen dan kejujuran yang tinggi 
dari implementor cenderung membawa pada suasana yang senantiasa 
antusias dalam melaksanakan tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap 
yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan analis 
kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan 
resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya serta kepedulian 
kelompok sasaran terhadap implementor dalam program dan kebijakan 








d. Struktur birokrasi  
 Struktur birokrasi yang baik menjadi penting dalam implementasi 
kebijakan pendidikan. Karena aspek struktur birokrasi mencakup dua hal 
penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana, 
kedua, mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar 
operating prosedur (SOP) yang ada dalam guideline program/ kebijakan. 
SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, mudah 
dipahami oleh siapapun. Oleh karena itu akan menjadi acuan dalam bekerja 
bagi implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh ini 
menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek. Struktur organisasi 
pelaksana justru harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas 
kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Struktur organisasi yang 
baik juga mencerminkan pembagian kerja dan tanggungjawab dalam 
implementasi kebijakan pendidikan, sehingga alur koordinasi dan 
komunikasi terlihat dan terjadi dengan jelas, terhindar dari salah sangka dan 
salah pemahaman. 
 Berdasarkan penjelasan mengenai faktor penentu implementasi kebijakan 
di atas maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor tersebut muncul apabila kebijakan 
telah diimplementasikan. Faktor penentu tersebut yaitu bekenaan dengan 
komunikasi, sumber daya yang terlibat, disposisi, serta struktur organisasi di mana 
kebijakan tersebut diterapkan. Faktor tersebut juga menentukan apakah 






II.4 Kebijakan Pendidikan  
II.4.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan 
 Kebijakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan publik, pada 
dasarnya kebijakan pendidikan merupakan produk dari kebijaka publik. Masih 
dalam konteks tersebut, menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (Rusdiana, 
2015, p. 36) bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pulik 
dengan dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum yaitu: 
1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan 
dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau 
kehidupan publik, bukan mengatur orang per orang atau golongan.  
 Dari ciri-ciri tersebut, relasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik 
tidak bisa dipisahkan, hal ini dapat dilihat dari pembuat kebijakan berkenaan 
dengan lembaga-lembaga negara, serta fokus kebijakan untuk mengatur masyarakat 
bukan mengatur orang per orangan atau golongan tertentu. Selain itu relasi tersebut 
dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan yang 
berimbas pada masyarakat, serta implementasi kebijakan tersebut perlu melibatkan 
publik baik dari segi alokasi dana maupun sumber daya lainnya.  
 Terkait dengan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebjiakan 
publik, kebanyakan orang memahami kebijakan pendidikan sebagai kumpulan 
peraturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup di dalamnya 
tujuan, proses, evaluasi serta implementasi pendidikan agar meminimalisir bahkan 





 Carter V. Good, sebagaimana yang dikutip dalam Rusdiana (2015, p. 37) 
menyebutkan bahwa: 
“…Educational policy judgement, derived from some system of values and 
some assessment of situational factors, operating within institutionalized 
aducation as a general plan for guiding decision regarding means of 
attaining desired educational objectives…” (Suatu pertimbangan yang 
didasarkan atas istem nilai dan beberapa timbangan tersebut dijadikan sebagai 
dasar untuk mengoprasikan pendidikan yang bersifat melembaga; 
pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai 
pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga 
dapat tercapai.) 
 
 Hal senada di jelaskan Hasbullah (Arwildayanto, 2018, p. 14) bahwa 
kebijakan pendidikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah strategis dari 
lembaga pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, 
dalam mewujudkan tujuan pendidikan disuatu masyarakat pada kurun waktu yang 
ditentukan. Sedangakan Prasojo (Arwildayanto, 2018, p. 14) kebijakan pendidikan 
merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor 
bersifat situasional, pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan 
pendidikan bersifat melembaga. Sementara itu H.A.R Tilaar sebagaimana dikutip 
dalam skripsi Tiara Dhayu Prameswari (2017) mengemukakan bahwa kebijakan 
pendidikan adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga social (social 
institutions) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan 
formal, nonformal, dan informal. 
 Dari beberapa definisi kebijakan pendidikan di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan 





melalui bentuk lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun informal. 
Kebijakan pendidikan biasanya berupa peraturan pendidikan, peraturan tersebut 
diciptakan guna mengatur berjalannya pendidikan agar terarah sesuai dengan tujuan 
yang telah ditepakan sebelumnya.  
 Dalam menjalankan kebijakan pendidikan tentunya terdapat karakteristik 
kebijakan itu sendiri. Ali Imron (Rusdiana, 2015, p. 38) bahwa karakteristik 
kebijakan pendidikan meliputi sebagai berikut: 
1. Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan 
pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada 
pendidikan 
2. Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat 
konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah 
hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. 
3. Memiliki konsep operasional; kebijakan pendidikan suatu panduan yang 
bersifat umum harus memiliki operasional agar dapat diimplementasikan. 
Adapun konsep operasional dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut 
a. Dibuat oleh yang berwenang : Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para 
ahli bidag pendidikan sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada 
pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator 
pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan 






b. Dapat dievaluasi : Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan 
memerlukan evaluasi untuk ditindaklanjuti. Jika baik, kebijakan tersebut 
dipertahankan atau dikembangan. Jika mengandung kesalaha kebijakan 
tersebut harus diperbaiki 
c. Memiliki sistematika : Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika 
yang jelas menyangkut seluru aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika 
tersebut dituntut memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi agar 
kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh 
strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan 
satu sama lainnya. 
 
II.4.2 Penataan dan Pemerataan Guru 
 Guru merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan, tanpa 
adanya seorang guru pembelajaran tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 
Keberadaan guru dalam belajar mengajar menentukan proses pendidikan dapat 
terselenggara dengan baik. Suparlan sebagaimana yang dikutip dalam skripsi 
Muhammad Abdullah (2018) mengartikan guru sebagai orang yang tugasnya terkait 
dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik 
spiritual, emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya.  
 Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seorang yang harus digugu 
dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu artinya segala 
sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai 





suri teladan (panutan) bagi semua muridnya. Kalimat “patut digugu dan ditiru” 
seringkali dianggap sebagai ungkapan yang mewakili penjelasan betapa mulianya 
tugas seorang guru. Walau pun ungkapan tersebut bukan ungkapan baku dari kata 
guru, tapi maknanya memang cukup mewakili hakikat tugas dan misi guru. 
(Rokhmat Mulyana, 2013:19). Dari beberapa definisi guru di atas maka dapat 
dipahami bahwa guru merupakan orang yang memiliki tugas dan kewajiban 
sebagaimana profesi yang dijabatnya 
 Dalam melaksanakan tugasnya, guru memiliki hak dan kewajiban yang 
diperoleh atas profesi yang dianutnya. Hak dan kewajiban seorang guru sebagai 
profesi tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 14 dan 
pasal 20 yaitu : 
1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: 
a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 
kesejahteraan sosial 
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 
kerja. 
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual. 
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi memperoleh 
dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang 





e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 
kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan 
kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 
f. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 
tugas. 
g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.  
h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 
pendidikan. 
i. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi. 
j. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:  
a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. 
c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 
keluarga, dan status sosialekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 
d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik 
guru, serta nilai-nilai agama dan etika. 





 Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam 
undang-undang di atas, guru layak mendapatkan hak-haknya atas profesi yang 
dijabatnya. Guru dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya 
layak mendapatkan apresiasi dari peserta didik berupa hormat kepadanya karena 
mereka melihat guru sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru dan digugu. Sementara 
itu, guru dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh pemerintah terkait dengan 
penempatan guru itu bertugas. Hal tersebut dilaksanakan pemerintah agar para guru 
ditempatkan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan profesi yang dimilikinya. 
  Peraturan Bersama 5 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru PNS merupakan langkah awal dalam menata dan 
menyamaratakan guru antar sekolah, kabupaten/kota, dan antar provinsi. Untuk 
menindaklanjuti Perber 5 menteri tersebut, Kemendikbud telah membuat Petunjuk 
Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan penataan tersebut. Berdasarkan Pasal 10 
Peraturan Bersama, Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan mandat untuk 
menetapkan kebijakan teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, 
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional sebagai 
berikut (Juknis PPG PNS. 2011: 7):  
1. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS mengacu pada Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, 





2. Perencanaan kebutuhan gurupada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, 
SMA/SMALB, dan SMK dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian 
provinsi/kabupaten/kota. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada tingkat 
satuan pendidikan tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi sesuai dengan 
kewenangannya.  
3. Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah telah 
melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkat 
satuan pendidikan dan tingkat provinsi/kabupaten/kota. 
4. Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah 
dapat dipindah tugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis 
pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi.  
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan 
memfasilitasi pemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, 
SMA/SMALB, dan SMK untuk penataan dan pemerataan guru antar provinsi. 
6. Koordinasi dan fasilitasi yang dimaksud pada angka 5 di atas, dilakukan dalam 
bentuk kegiatan berikut: 
a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat 
provinsi;  
b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, 
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disetiap provinsi; 
c. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan 
dan/atau kekurangan guru PNS di setiap provinsi dengan tembusan 





d. Pemindahan guru PNS antar provinsi; 
e. Penyediaan dana pemindahan guru PNS oleh masing-masing provinsi. 
7. Koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemindahan guru 
PNS dari satuan pendidikan binaan Kementerian Pendidikan Nasional ke satuan 
pendidikan binaan Kementerian Agama.  
8. Penataan dan pemerataan guru PNS dimulai paling lambat tanggal 2 Januari 
2012 dan harus selesai pada 31 Desember 2013. 
 Liao dan Yuan dalam riset Teguh Triwiyanto, dkk (2017) menyatakan 
bahwa kebijakan pemerataan guru berorientasi lebih mungkin berhasil jika 
ditawarkan keuntungan untuk guru yang terlibat, erat mengikat kewajiban guru 
untuk bekerja di sekolah-sekolah, dan memberikan pengaturan administratif yang 
diperlukan untuk mengamankan guru mengajar dengan baik. Pemerataan dan 
penataan guru apabila dilaksankaan sesuai dengan kebijakan hendaknya memberi 
dampak pada pendidikan itu sendiri. Selain itu diharapkan memberi keuntungan 
kepada yang guru bersangkutan. 
 Kebijakan penataan dan pemerataan guru sebagaimana yang dimaksud di 
atas tentunya perlu melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dalam 
pengimplementasian kebijakan tersebut. Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS beserta juknisnya belum cukup untuk 
dapat dijadikan panduan oleh staf Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam 
mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemerataan guru. Sehingga 
pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten serta satuan pendidikan memiliki 





dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru PNS (2011:11 yaitu): 
1. Tugas Pemerintah Provinsi 
a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat 
kabupaten/kota. 
b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, 
SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap kabupaten/kota sesuai 
kewenangannya. 
c. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau 
kekurangan guru PNS di setiap kabupaten/kota dengan tembusan 
disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
d. Pemindahan guru PNS antar kabupaten/kota. 
e. Penyediaan dana pemindahan guru PNS antar kabupaten/kota di 
wilayahnya. 
2. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota 
a. Menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau 
produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang 
merujuk pada Peraturan Bersama. 
b. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di wilayah 
kabupaten/kota. 
c. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan 





d. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau 
kekurangan guru PNS di wilayah kabupaten/kota dengan tembusan 
disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
e. Pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan. 
f. Penyediaan dana pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan di wilayah 
kabupaten/kota. 
3. Tugas Satuan Pendidikan 
a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS disatuan 
pendidikannya. 
b. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru disatuan pendidikannya. 
c. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS disatuan 
pendidikannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota. 
 Dilihat dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru di atas, maka dapat dipahami bahwa 
pelakasanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru harus berdasar pada 
peraturan yang telah dibuat. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam tiap 
daerah ataupun dalam satuan pendidikan dengan tugas yang telah dijelaskan di atas. 
Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu untuk menyusun produk hukum 
dalam bentuk peraturan bupati/walikota, realitanya beberapa kota telah menyiapkan 
produk hukum seperti perwali yang mencakup kebijakan tersebut. Misalnya Kota 
Batu, meluncurkan produk kebijakan berupa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 57 
Tahun 2015 tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru PNS dan Guru Non 






II.5 Kualitas Pendidikan 
II.5.1 Pemerataan Pendidikan  
 Menurut Bamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasa ldari kata 
dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, 
dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan 
berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Dari definisi pemerataan 
tersebut apabila dihubungkan dengan pendidikan, maka dapat dipahami bahwa 
pemerataan pendidikan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan melakukan 
pemerataan terhadap berlangsungnya pendidikan, sehingga seluruh lapisan 
masyarakat dapat merasakan pendidikan tanpa memandang background dari 
konsumen pendidikan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya setiap orang berhak 
memperoleh pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan yang merata 
dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi 
seluruh warga negara Indonesia. 
 Menurut studi Coleman dalam bukunya Equality of Educational 
Opportunity secara konsepsional konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan 
pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan 
pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan 
pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-






 Pemerataan pendidikan merupakan salah satu fokus yang sedang diperbaiki 
oleh bangsa Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia 
masih belum merata. Dalam penyelesaian isu strategis pendidikan sebagaimana 
yang digambarkan di bawah ini: 
 
Gambar 2.4 Isu Strategis Pendidikan. 
Pemerataan pendidikan berkenaan dengan seberapa luas pendidikan telah 
menjangkau seluruh warga negara. Mutu pendidikan berkenaan dengan seberapa 
mendalam pendidikan telah memberikan nilai tambah pada para peserta didik. 
Sedangkan manajemen berkenaan dengan pengelolaan institusi pendidikan 
sehingga mencapai tujuan kelembagaan. (Dyah, 2012). 
 Sedangkan Depdiknas dalam Riant Nugroho (2008: 14) menjelaskan 
indikator pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah perpenduduk 
usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah serta 







Gambar 2.5 Indikator Pemerataan Pendidikan 
Sumber : Riant Nugroho, 2008: 13 
 Dari penjabaran mengenai pemerataan pendidikan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan merupakan seberapa luas pendidikan 
telah menjangkau seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator 
pemerataan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan di atas.
 
II.5.2 Kualitas Pendidikan 
 Sebelum memahami lebih dalam mengenai kulitas pendidikan, terlebih dulu 
memahami apa yang dimakud dari kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, kualitas merupakan tingkat baik buruknya suatu benda, keadaan, taraf 
atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya), kualitas. Sedangkan Toni 
Wijaya (2011:11) mendefinisikan kualitas sebagi keseluruhan gabungan 
karakteristik produk dan jasa yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi, 
dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut dapat digunakan 
memenuhi harapan pelanggan dan konsumen.  
 Suprapto, dkk (2008:20) menjelaskan kualitas adalah gambaran dan 





dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dari beberapa ulasan 
tersebut maka kualitas merupakan kondisi dinamis yang dihasilkan dari suatu 
produk maupun jasa dalam memuaskan kebutuhan dan harapan penggunanya. 
Dilihat dari sudut pandang produk, produk yang berkualitas merupakan produk 
yang memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut karena suatu produk dibuat 
berdasarkan selera dan harapan konsumen.  
 Pengertian kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan 
sampai saat ini masih belum ada gambaran yang jelas. Untuk memahami pengertian 
kulitas pendidikan, Sudarwan Danim (2008:53) menjelaskan bahwa pengertian 
kualitas mengacu pada masukan, proses, maupun keluaran (hasilnya). Kualitas 
masukan dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:  
1. Kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala 
sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.  
2. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-
buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain.  
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti 
peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja.  
4. Mutu masukan bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, 
ketekunan, dan cita-cita. 
 Sedangkan menurut Kamsia (1997 dalam Suwito 2015:24) kualitas yang 
dimaksud dalam konteks pendidikan adalah dalam konsep relatif, terutama 
berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua 





sekolah, guru dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga 
kelompok, yaitu pelanggan eksternal primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan 
tersier. Pelangan eksternal primer adalah peserta didik. Pelanggan eksternal 
sekunder adalah orang tua dan para pemimpin pemerintahan. Pelanggan eksternal 
tersier adalah pasar kerja dan masyarakat luas. 
 Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pendidikan merupakan konsep relatif dari produk pendidikan yang diolah secara 
operasional dan efisien sehingga dapat memuaskan pelanggan pendidikan. 
Kualitas pendidikan dapat dilihat dari sejuah mana pendidikan telah memberikan 
nilai tambah pada para pelanggan pendidikan. Pelanggan pendidikan sebagaimana 
yang dimaksud dalam definisi di atas mencakup semua orang yang terlibat dalam 






BAB III  
METODE PENELITIAN 
III.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif (descriptive research) dengan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru di 
Kota Batu. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2011: 6), yang 
menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif mampu menyesuaikan secara 
langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, selain itu penelitian 
kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak perubahan. 
 Sementara itu, penelitian deskriptif mengacu pada pendapat Cholid 
Nurbuko dan Abu Achmadi (2008:44), yang menyatakan bahwa penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan pada data-data, menyajikan data, menganalisis dan 
menginterpretasi. Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan untuk 
mendeskripsikan fenomena yang terjadi dimasa sekarang dan mengungkapkan 
fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 






III.2 Fokus Penelitian 
 Peneliti menetapkan fokus penelitian untuk mempertajam permasalahan 
yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi pokok masalah yang 
masih bersifat umum. Dalam arti, fokus penelitian merupakan domain tunggal atau 
beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian penting untuk 
membatasi studi dalam penelitian sehingga suatu obyek yang diteliti bisa lebih 
terarah dan lebih rinci, serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang 
ditetapkan. Spradley mengemukakan empat alternatif untuk menentukan fokus 
yaitu: (Spradley dalam Sugiono, 2012: 288) 
1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 
Informan dalam lembaga pendidikan bisa kepala sekolah, guru, orang tua 
murid, murid, pakar pendidikan dan sebagainya.  
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Domain pendidikan 
bisa berupa kurikulum. Proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga 
pendidikan dan kependidikan, menejemen, pembiayaan, sistem evaluasi dan 
sebagainya.  
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEK. 
Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam pendidikan 
misalnya menemukan metode mengajar sejarah peradaban islam yang mudah 
dipahami dan menyenangkan. 
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori 
yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu melengkapi dan 





 Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus penelitian yang 
digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 
serta mencari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George C. Edward III. Teori 
tersebut yaitu: 
1. Komunikasi : sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi 
kebijakan penataan dan pemerataan guru, di mana dinas pendidikan sebagai 
pembuat keputusan dan para guru implementor kebijakan mengetahui apa yang 
mereka kerjakan diukur dengan beberapa indikator yaitu : 
a. Transmisi: sosialisasi program Perwali No. 57 Tahun 2015 dari Dinas 
Pendidikan ke tingkat satuan pendidikan.  
b. Kejelasan: sosialisasi program Perwali No. 57 Tahun 2015 dari Dinas 
Pendidikan ke satuan pendidikan.  
c. Konsistensi: penyaluran informasi tata cara implementasi kepada guru 
yang akan dirotasi.  
2. Sumber daya : berkenaan dengan sumber daya pendukung yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru, diantaranya yaitu: 
a. Staf : dalam hal ini staf yang dimaksudkan adalah guru. Guru sebagai objek 
yang menentukan apakah implementasi penataan dan pemerataan guru di 
Kota Batu dapat berhasil atau tidak. 






c. Fasilitas: fasilitas yang diberikan untuk menunjang implementasi kebijakan 
penataan dan pemerataan guru di Kota Batu. 
3. Disposisi atau sikap pelaksana: dalam hal ini berkaitan dengan sikap pelaksana 
terhadap kebijakan.  
a. Efek disposisi yaitu sikap guru terhadap implementasi kebijakan penataan 
dan pemerataan guru serta hambatan yang ditimbulkan dari sikap para guru.  
b. Melakukan pengaturan birokrasi yaitu merotasi guru sesuai dengan 
kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. 
4. Struktur Organisasi : berkenaan dengan kesesuaian implementasi kebijakan dari 
Dinas Pendidikan hingga ke guru. Serta, dalam hal ini terkait dengan pembagian 
kerja dan tanggung jawab dalam pelaksana kebijakan penataan dan pemerataan 
guru, serta koordinasi antara pelaksana kebijakan sesuai dengan struktur 
organisasi. 
 
III.3 Lokasi dan Situs Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Situs 
penelitian merupakan letak sebenarnya di mana peneliti mengadakan penelitian 
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam 
penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti didasarkan pada kebijakan 
penataan dan pemerataan guru di implementasikan. Salah satu kota yang telah 
menerapkan kebijakan tersebut adalah Kota Batu, sehingga lokasi dalam penelitian 






1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Batu. 
2. SMP Negeri 1 di Kota Batu. 
3. SMP Negeri 4 di Kota Batu. 
 Adapun alasan peneliti mengambil 3 (tiga) tempat tersebut sebagai situs 
penelitian dikarenakan peneliti meneliti mengenai implementasi kebijakan 
pemerataan dan pemerataan guru di Kota Batu. Selain itu, beberapa alasan lain 
adalah lokasi sekolah SMPN 1 Batu yang merupakan salah satu sekolah dengan 
lokasi strategis di Kecamatan Batu. Sedangkan SMPN 4 Batu merupakan salah satu 
potret SMPN yang terletak di Kecamatan Bumiaji dan lokasi tersebut lumayan jauh 
dari pusat kota. Alasan lain dari penetapan lokasi penelitian di SMPN 1 Batu dan 
SMPN 4 Batu yaitu kedua sekolah tersebut terletak pada dua kecamatan yang 
berbeda. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Batu juga dipilih sebagai situs penelitian 
karena merupakan pelaksana kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru di Kota 
Batu. 
 
III.4 Sumber Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 
dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2012:225), 
sumber data penelitian kualitatif terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: 
1. Sumber Primer 
 Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 





kepada aktor-aktor pelaksana kebijakan. Adapun aktor-aktor yang perlu 
diwawancarai oleh peneliti, yaitu: 
Tabel 3.1 Aktor yang diwawancara 
No. Nama  Instansi  Jabatan 






2. Tatik Ismiati, S.Pd  SMPN 01 Batu Kepala Sekolah 
3. Dyah Sulistyorini, S.pd SMPN 01 Batu Guru 
4. Muhammad Rifai S.Pd SMPN 01 Batu Guru 
5. Etis Megasari, S.Pd SMPN 01 Batu Guru 
6. Arvi Hendrayanti, S.Pd SMPN 04 Batu Guru 
7. Asih Hari Lestari, S.Pd. SMPN 04 Batu Guru 
8. Chusnanik Mufidah, M.KPd SMPN 04 Batu Guru 
9. Elisa Mariana Magnani, S.Pd SMPN 04 Batu Guru 
10. Faridatul Masadah, S.Pd SMPN 04 Batu Guru 
 
2. Sumber sekunder 
 Sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen. Pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh antara lain: 
a. Undang-Undang tentang pendidikan yang berkaitan dengan penerimaan 
peserta didik baru. 
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. 
c. Peraturan Bersama 5 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, Menteri 
Dalam Negeri,Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tahun 2011 tentang 





d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru PNS. 
e. Peraturan WaliKota Batu Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penataan, 
Pemerataan, Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non 
Pegawai Negeri Sipil, Serta Penataan Kelembagaan Satuan Pendidikan. 
f. Dokumen lain yang mendukung penelitian ini. 
 
III.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik dalam 
mengumpulkan data, yaitu: 
1. Wawancara 
Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, peneliti 
menggunakan wawancara semi terstruktur (semistructure interview). Sebagaimana 
dijelaskan Sugiyono (2012:319) wawancara semi terstruktur adalah jenis 
wawancara dalam kategori in-dept interview. Dalam pelaksanaannya lebih bebas 
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini 
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang 
di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 
perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. 
Pemakaian teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan penataan 






 Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, peneliti juga 
menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Sugiyono 
(2012:329) memaparkan, “studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan 
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya monumental dari seseorang.” Dalam hal ini, peneliti melakukan 
dokumentasi untuk mengambil data-data yang ditunjukkan oleh responden dalam 
mendukung proses penelitian akan tetapi tidak diperbolehkan untuk dibawa 
sehingga harus dikembalikan kepada pihak sekolah. 
 
III.6 Instrumen Penelitian 
 Menurut Arikunto (2013: 192), instrumen penelitian adalah alat bantu yang 
dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti sendiri merupakan alat pengumpulan data utama, terutama dalam 
proses wawancara dan analisis data. Di mana peneliti dapat menangkap 
langsung fenomena-fenomena yang terjadi mengenai objek yang diteliti. 
2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada 
narasumber guna mempermudah dalam mengarahkan peneliti untuk mengambil 
data. 
3. Catatan lapangan merupakan catatan penelitian lapangan untuk mencatat hasil 





meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat 
apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan, dalam proses pengumpulan data di 
lapangan. 
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat penunjang untuk menulis data yang 
didapatkan 
5. Handphone, digunakan untuk memotret atau sebagai alat dokumentasi 
mengenai observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ataupun untuk memotret 
data-data yang didapatkan oleh peneliti. Serta digunakan sebagai serekam 
(recorder), untuk merekam data atau jawaban yang diberikan oleh narasumber 
terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti maupun 
informasi baru yang diberikan narasumber sebagai informasi tambahan kepada 
peneliti 
 
III.7 Analisis Data 
 Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan 
model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. 







Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 14) 
 
Adapun alur kegiatan analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan 
Saldana (2014: 14) adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk 
memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, observasi, dan dokumentasi. 
Dalam tahap ini, peneliti menggali data sesuai dengan fokus penelitian yang telah 
ditetapkan sehingga data dapat dikumpulkan secara maksimal. 
2. Kondensasi Data 
Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan 
transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Setelah peneliti 
mengumpulkan data terkait dampak kebijakan penataan dan pemerataan guru di 
Kota Batu, kemudian data diolah untuk selanjutnya dipilih dan disederhanakan 
sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. 
3. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan proses peneliti menyusun seluruh informasi dalam 
bentuk yang sistematis untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan 
dalam hal ini peneliti harus mengambil keputusan untuk memudahkan peneliti 
melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian 
yang telah dilakukan. Penyajian data terkait dampak penataan dan pemerataan guru 





ditetapkan, yang selanjutnya diikuti oleh proses analisis data, kemudian data 
tersebut ditelaah dan dibandingkan dengan teori maupun regulasi yang berkaitan 
dengan masalah dan fokus penelitian. 
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari setiap permasalahan 
penelitian. Setelah peneliti menemukan makna dari permasalahan tersebut, maka 
hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa 
untuk dapat ditarik kesimpulannya. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi 
dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses 
penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam 
proses analisis data.  
 
III.8 Keabsahan Data 
 Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 
penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data 
yang dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam tesis Setyowati (2011) 
yaitu: 
 Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 
meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan 
1. Perpanjangan Pengamatan 
 Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ 





kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 
sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. 
Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian 
difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang 
diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan 
atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah 
diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka 
perpanjangan pengamatan perlu diakhiri 
2. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian 
 Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan 
maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau 
direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan 
salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah 
dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. 
3. Menggunakan Bahan Referensi 
 Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan 
data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, 
sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1.1 Sejarah Kota Batu 
 
Gambar 4.1 Kota Batu 
Sumber: Olahan Peneliti, Diambil 20 Mei 2021 
Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan 
dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Sejak abad ke-
10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi 
kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan 
kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam 
sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok, 
seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk 





didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo 
menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata 
Songgoriti. 
Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun 
yang dilacak keberadaannya. Sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang 
kapan nama “Batu” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. 
Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa 
sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang 
bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya 
masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. 
Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat 
mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih 
singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat 
laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai 
sebutan yang digunakan untuk sebuah kota dingin di Jawa Timur. Kota Batu dahulu 
merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota 
administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan 
sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang, (Sumber: 
https://batukota.go.id/, 2020). 
 Dilihat dari sejarah geologi, Kota Batu adalah bagian dari apa yang disebut 
dengan “Dataran Tinggi Malang”. Ciri geologis utamanya adalah adanya endapan 
lava dan lempung hitam. Daerah Batu hingga Malang merupakan suatu cekungan 





Selatan di bagian selatan, (b) Gunung Kawi dan Gunung Kelud di bagian barat, (c) 
komplek Gunung Anjasmoro, Welirang dan Arjuno di bagian timur-laut dan utara, 
(d) komplek Gunung Tengger pada bagian timur. Cekungan Malang yang termasuk 
juga cekungan Batu mulanya berupa rawa-rawa dan berangsur-angsur berubah 
menjadi dataran yang dinamai “Dataran Tinggi Malang”. Terbentuknya dataran 
tersebut maka lambat-laun kawasan Malang Raya berubah menjadi lembah yang 
memungkinkan untuk dijadikan hunian oleh manusia. (Cahyono, 2011, pp. 22-23). 
  
IV.1.1.2 Kondisi Geografis 
 Kota Batu atau yang sering disebut Kota Wisata Batu merupakan salah satu 
kota di Provisi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini memiliki pesona alam dan segudang 
wisata alam serta buatan yang di tonjolkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 
tahun 2001, tanggal 21 juni 2001, tentang “Pembentukan Kota Batu”. Kota Batu 
terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan 
Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Secara astronomis, Kota Batu terletak pada posisi 
7˚44’,55,11” hingga 8˚26’,35,45” Lintang Selatan dan 122˚17’,10,90” hingga 
122˚,57’,00,00” Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif Kota Batu adalah 
sebagai berikut: (Cahyono, 2011, p. 27) 
Sebelah Utara  : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen 
Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir 
Sebelah Barat  : Kecamatan Pujon 





Kota Batu terbagi dalam tiga kecamatan yang luas wilayahnya sebesar 
202,800 Km². Kecamatan Bumiaji sebagai wilayah paling luas (130,189 Km² = 
64%) yang terdiri atas 8 desa. Kecamatan Batu memiliki luas (46,377 Km² = 23%) 
yang terdiri atas 4 kelurahan dan 8 desa. Serta kecamatan Junrejo dengan luas 
(26,234 Km² = 13%) yang terdiri atas 7 desa. Berikut adalah peta wilayah Kota Batu. 
 
Gambar 4.2 Peta Kota Batu 






IV.1.1.3 Kondisi Topografi 
 
Gambar 4.3 Gunung Panderman Kota Batu 
Sumber: Olahan Peneliti, Diambil 20 Mei 2021 
 Topografi daerah Batu adalah daerah perbukitan, di daerah ini terdapat tiga 
gunung yang diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 m), Welirang 
(3.156 m) dan Arjuno (3.339 m). Sebagai daerah perbukitan, ketinggian tanah di 
wilayah Batu antara 700 hingga 1300 m DPL. Terdapat dua karakteristik topografis 
Kota Batu yaitu, sebelah utara dan barat merupakan daerah ketinggian yang 
bergelombang dan berbukit, sebelah timur dan selatan relatif datar meski masih 
berada diketinggian ± 800 m DPL. Bentang alam terluas yang relatif datar berada 
di sekitar Kecamatan Batu dan sebagian lainnya di Kecamatan Junrejo. Sebaliknya, 
hampir seluruh wilayah Kecamatan Bumiaji adalah daerah perbukitan.  
 Topografis yang demikian menjadikan kondisi umum daerah Batu menjadi 
tidak rata. Sehingga berdampak pada keragaman mata pencaharian warga. Pada 
daerah yang relatif datar yaitu daerah sekitar Kecamatan Batu, sebagian besar 
warganya berpencaharian sebagai pedagang, pelayanan jasa, bisnis hotel, dan 





terbangun, sehingga permukiman di daerah ini terbilang padat. Lain halnya dengan 
daerah topografisnya bergelombang dan berbukit yaitu daerah sekitar Kecamatan 
Bumiaji didayagunakan dalam bisnis pariwisata, sentra pertanian dan budidaya 
ikan. Lahan pertanian banyak ditemukan di daerah ini, yang dikerjakan dalam 
bentuk sawah irigasi dan tadah hujan, tegak ataupun kebun. 
 Usaha pertanian dan perkebunan di daerah Batu ditopang oleh kesuburan 
tanahnya yang termasuk dalam kategori paling hingga cukup subur. Selain itu 
faktor alamiah yang memberi kontribusi bagi pertanian adalah tercukupinya 
pasokan air. Terdapat 111 mata air tersebar di Batu, yang terbentang dari ujung 
utara (Cangar) hingga di bagian selatan kota. Kebutuhan air yang tercukupi 
dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, budidaya tanaman maupun hewan 
ternak tercukupi. Pasokan air bersih bukan hanya dikonsumsi oleh warga Batu, 
namun juga dimanfaatkan oleh warga daerah-daerah sekitarnya, yaitu warga 










IV.1.1.4 Lambang Kota Batu 
 
Gambar 4.4 Logo Kota Batu 
 (Sumber: https://batukota.go.id, 2020) 
 Berikut merupakan makna yang terkandung dari lambang Kota Batu 
(Sumber: https://batukota.go.id/, 2020): 
1. Gambar Bintang: melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna 
meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi 
kerukunan umat beragama. 
2. Gambar Padi dan Kapas: melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari 
padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan 
bulan peresmian Kota Batu. 
3. Gambar Gunung: melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu 
berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang 
yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang 
menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna 





4. Gambar Keris: berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan 
jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang 
menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu 
kedepan. 
5. Gambar Rantai: warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan 
dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa 
hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah 
unsur yang tidak terpisahkan. 
6. Gambar Candi: melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, 
rapi, dan teratur.  
7. Warna Dasar Hijau: dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan 
Kota Batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh 
Jinawi" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.  
8. Gambar Air: melambangkan suber kehidupan yang lestari.  
9. Bentuk Perisai: memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu 
berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia.  
10. Warna Merah Putih: melambangkan Bendera Indonesia.  
11. Tulisan Kota Batu: menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.  
12. Tulisan “HAKARYO GUNO MAMAYU BAWONO”: merupakan makna 
Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. 
Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang merupakan peresmian 
Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, 





suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 
11 Th 2001.  
 
IV.1.1.5 Visi dan Misi Kota Batu 
 Berikut merupakan visi dan misi yang ada di Kota Batu (Sumber: 
https://batukota.go.id/, 2020):  
1. Visi 
Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro 
Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera 
2. Misi 
a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan 
Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal. 
b. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya 
Manusia. 
c. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri 
Berbasis Agrowisata. 
d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang 
Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. 
e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel 





IV.1.2 Gambaran Umum Situs Penelitian 
IV.1.2.1 Dinas Pendidikan Kota Batu 
 
Gambar 4.5 Balai Kota Among Tani Kota Batu 
Sumber: Olahan Peneliti, Diambil 17 September 2020 
 Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendidikan masing-masing. 
Begitu halnya di Kota Batu, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kota Batu merupakan 
salah satu instrumen pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan. Saat ini, 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dijabat oleh DR. Eny Rachyuningsih,M.Si, 
yang dibantu oleh staf-stafnya. Layanan yang diberikan oleh dinas pendidikan Kota 
Batu meliputi Bidang Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan 
Non Formal, Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Bidang Pemuda dan 
Olahraga. Layanan tersebut dapat diakses dalam kantor Dinas Pendidikan Kota 
Batu yang terletak di Balaikota Among Tani Gedung A Lantai 2, Jl. Panglima 
Sudirman No. 507 Kota Batu, Jawa Timur 65313.  
1. Visi dan Misi 
 Berikut merupakan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, serta program yang 





a. Visi : " Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing." 
b. Misi : 
 Meningkatkan Mutu Pendidikan. 
 Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Yang Berkualitas dan 
Berkarakter. 
c. Tujuan : 
 Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing. 
 Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan. 
d. Sasaran Strategi: 
 Terwujudnya Tenaga Pendidik Yang Berkualitas. 
 Terwujudnya Kualitas Peserta Didik dan Kualitas Lembaga 
Pendidikan. 
 Terwujudnya Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan. 
e. Program : 
 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun. 
 Program Pendidikan Menengah. 
 Program Pendidikan PAUD. 
 Program Pendidikan Non Formal. 








2. Struktur Organisasi 
 
Gambar 4.6 Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kota Batu 





 Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batu adalah 
sebagai berikut (Sumber: https://dindik.batukota.go.id, 2020/): 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari:  
 Sekretaris 
 Sub Bagian Program dan Pelaporan 
 Sub Bagian Keuangan 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari: 
 Kepala Bidang Pendidikan Dasar Seksi Sekolah Dasar 
 Seksi Sekolah Menengah Pertama 
 Seksi Sarana dan Prasarana 
d. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari 
 Kepala Bidang Pendidikan Non Formal 
 Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini 
 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
 Seksi Pendidikan Keluarga 
e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari: 
 Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidik Usia Dini dan 
Pendidik Masyarakat 





 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 
f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari: 
 Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 
 Seksi Kepemudaan 
 Seksi Olahraga Prestasi 
 Seksi Olahraga Rekreasi 
3. Tugas Pokok dan Fungsi 
 Adapun tugas pokok dan fungsisesuai dengan struktur organisasi yang ada 
di Dinas Pendidikan Kota Batu adalah sebagai berikut (Sumber: 
https://dindik.batukota.go.id, 2020/) 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat 
 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
 Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum. 
 Pengelolaan administrasi kepegawaian. 
 Pengembangan kompetensi dan kapasita kepegawaian. 
 Pengelolaan administrasi perlengkapan. 
 Pengelolaan urusan rumah tangga. 





 Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data urusan pendidikan. 
 Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan 
perundang-undangan. 
 Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas bidang. 
 Pengelolaan kearsipan Dinas. 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana. 
 Pengelolaan administrasi keuangan. 
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
c. Bidang Pendidikan Dasar 
 Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dasar. 
Serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
 Perencanaan program bidang pendidikan dasar. 
 Penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar 
efektif setiap tahun pada bidang pendidikan dasar. 
 Pembinaan bidang urusan pendidikan dasar. 
 Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain bagi 
pengembangan sekolah dan penuntasan wajib belajar. 
 Pengendalian tata kelola sarana dan prasarana pendidikan dasar. 
 Perumusan rekomendasi perizinan SMP baru dan perpanjangan izin 
operasionalisasi pembentukan lembaga pendidikan SMP. 





 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 
d. Bidang Pendidikan Non Formal 
 Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan non 
formal. Serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
 Perencanaan program bidang pendidikan non formal. 
 Penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat 
dan kesetaraan, dan pendidikan keluarga. 
 Pengendalian pembinaan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dan pendidikan 
keluarga. 
 Pengendalian tata kelola prasarana dan sarana Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dan pendidikan 
keluarga. 
 Penyusunan rekomendasi izin pendirian lembaga Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan lembaga pendidikan 
kesetaraan, dan pendidikan keluarga. 
 Pengendalian mutu pendidikan, lembaga pendidikan, dan pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang pendidikan non formal. 





 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 
e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
 Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan 
tenaga pendidik dan kependidikan. Serta menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut: 
 Perencanaan program bidang tenaga pendidik dan kependidikan. 
 Penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Taman 
Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar. 
 Penyusunan analisis pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik 
dan kependidikan. 
 Pembinaan sistem informasi manajemen dan sumber daya tenaga 
pendidik dan kependidikan. 
 Penyusunan analisis pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan 
pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan non formal, dan 
pendidikan dasar sesuai kewenangannya. 
 Pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan 
tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan taman kanak-kanak (tk), 
pendidikan non formal, dan pendidikan dasar sesuai kewenangannya. 
 Pengkajian pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan 





pendidikan dasar sesuai kewenangannya selain karena alasan 
pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan. 
 Pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga dan 
kependidikan. 
 Pengendalian sistem sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan 
pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan pendidikan dasar sesuai 
kewenangannya. 
 Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang. 
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 
f. Bidang Pemuda dan Olahraga 
 Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemudaan dan 
keolahragaan. Serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
 Perencanaan program bidang pemuda dan olahraga. 
 Pengendalian data informasi bidang pemuda dan olahraga. 
 Pengendalian pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan 
kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, dan hukum. 
 Pengendalian pembinaan pemuda dalam peningkatan imtaq dan iptek, 
kapasitas moral dan intelektual, dan kemandirian ekonomi. 
 Pengendalian pendampingan kegiatan kepemudaan. 
 Pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kepemimpinan, 





 Pengendalian pembinaan organisasi kepemudaan. 
 Pengendalian pembinaan olahraga pendidikan olahraga prestasi, 
olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional. 
 Pengendalian pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah. 
 Pengendalian tata kelola sarana dan prasarana olahraga dan 
kepemudaan. 
 Pengendalian pembinaan organisasi kepramukaan daerah. 
 Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang. 
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 
 
IV.1.2.2 SMP Negeri 1 Kota Batu 
1. Profil SMP Negeri 1Batu 
 
Gambar 4.7 Profil SMP Negeri 1 Kota Batu 






 SMP Negeri 1 Batu atau yang lebih dikenal dengan singkatan NESABA 
(Negeri Satu Batu), di mana dipimpin oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd sebagai kepala 
sekolah. SMP Negeri 1 Batu merupakan sekolah yang didirikan pada tahun 1977 yang 
terletak di Jl. KH. Agus Salim 55, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa 
Timur. Berikut merupakan visi dan misi yang ada di SMP Negeri 1 Kota Batu 
(Sumber: http://smpn01batu.sch.id/, 2020):  
a. Visi 
Terwujudnya SMP Negeri 01 Batu sebagai Sekolah terbaik yang 
berbudaya, cerdas, cakap, dan kompetitif dengan dasar iman dan takwa dan 
berwawasan lingkungan. Indikator: 
 Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa. 
 Terwujudnya lulusan yang berbudaya, cerdas dan cakap. 
 Terwujudnya lulusan yang berjiwa kompetitif dalam bidang akademik 
dan non akademik. 
 Terwujudnya lingkungan sekolah yang asri, hijau, bersih, indah, 
nyaman dan aman dari bencana alam (gempa bumi, kebakaran). 
b. Misi 
 Menyelenggarakan pembelajaran demi Terwujudnya SMP Negeri 01 
Batu sebagai Sekolah terbaik yang berbudaya, cerdas, cakap, dan 
kompetitif dengan dasar iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. 
 Menyediakan sumber daya pembelajaran demi Terwujudnya SMP 





dan kompetitif dengan dasar iman dan takwa dan berwawasan 
lingkungan. 
 Menciptakan suasana belajar demi Terwujudnya SMP Negeri 01 Batu 
sebagai Sekolah terbaik yang berbudaya, cerdas, cakap, dan kompetitif 
dengan dasar iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. 
 Menyelenggarakan tata kelola demi Terwujudnya SMP Negeri 01 Batu 
sebagai Sekolah terbaik yang berbudaya, cerdas, cakap, dan kompetitif 
dengan dasar iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. 
2. Potret Guru dan Tenaga Pendidik 
 SMP Negeri 1 Batu memiliki guru dan tenaga kependidikan sejumlah 76 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 








Guru dan Tenaga 
Pendidik 
Laki-laki 14 4 18 412 
Perempuan 47 11 58 535 
Total 61 15 76 947 











IV.1.2.3 SMP Negeri 4 Batu 
1. Profil SMP Negeri 4 Batu 
           
Gambar 4.8 Profil SMP Negeri 4 Batu 
Sumber: Olahan Peneliti, Diambil 1 September 2020 
 SMP Negeri 4 Batu atau yang lebih dikenal dengan singkatan SNEMBA 
(Smp NEgeri EMpat BAtu), di mana dipimpin oleh Ibu Henu Lismiati, S.Pd. 
sebagai kepala sekolah. SMP Negeri 1 Batu merupakan sekolah yang didirikan pada 
tahun 1995 yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No.18, Tulungrejo, Kec. 
Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Berikut merupakan visi, misi dan tujuan yang ada 
di SMP Negeri 4 Kota Batu (Sumber: https://smpn4batu.sch.id/, 2020): 
b. Visi 
Terwujudnya SMP Negeri 4 sebagai Sekolah Menengah Pertama Unggul 
dalam Pembentukan Karakter dan Prestasi. 
c. Misi 
 Menyelenggarakan pembelajaran unggul dalam Pembentukan Karakter 
dan Prestasi. 
 Menyediakan sumber daya pembelajaran unggul dalam Pembentukan 





 Menciptakan suasana belajar unggul dalam Pembentukan Karakter dan 
Prestasi. 
 Menyelenggarakan tata kelola unggul dalam Pembentukan Karakter 
dan Prestasi. 
c. Tujuan 
 Menghasilkan siswa yang beriman dan bertakwa. 
 Menghasilkan siswa yang berkarakter. 
 Menghasilkan siswa yang gemar membaca. 
 Menghasilkan siswa yang cinta dan peduli lingkungan. 
 Menghasilkan siswa dengan prestasi akademik yang optimal. 
 Menghasilkan siswa yang terampil, kreatif, dan berprestasi dibidang 
Ekstra Kurikuler. 
2. Potret Guru dan Tenaga Pendidik 
 SMP Negeri 4 Batu memiliki guru dan tenaga kependidikan sejumlah 55 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 








Guru dan Tenaga 
Pendidik 
Laki-laki 18 6 24 356 
Perempuan 27 4 31 355 
Total 45 10 55 711 






IV.2 Penyajian Data 
IV.2.1 Implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP 
 Guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan disuatu daerah. Saat ini Kota Batu menggencarkan Kebijakan penataan, 
pemerataan dan pemindahan guru dituangkan dalam Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam  
meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu, hal ini selaras dengan tujuan 
pembentukan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Dalam perwali tersebut 
khususnya Bab II Maksud dan Tujuan, tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini 
adalah : 
a. Untuk mewujudkan pemerataan potensi dan kompetensi guru di seluruh 
wilayah Kota Batu. 
b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah dengan 
keadaan guru yang memiliki kemampuan, etos kerja, dan prestasi yang 
dimiliki. 
c. Untuk mewujudkan motivasi bagi guru dan siswa dalam meningkatkan 
prestasi dan pengembangan potensi. 
d. Untuk meningkatkan prestasi sekolah di wilayah Kota Batu secara 
keseluruhan dan merata. 






 Kebijakan penataan, pemerataan dan pemindahan guru di Kota Batu 
diupayakan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah. Perwali 
Kota Batu No. 57 Tahun 2015 mulai diimplementasikan dari tahun 2016, dengan 
disusul dengan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  di 
Kota Batu pada tahun 2018 yang mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat. Hal 
ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala Sekolah 
SMP Negeri 1 Kota Batu, beliau menyampaikan bahwa: 
“Setelah zonasi di laksanakan di Kota Batu tidak ada yang namanya sekolah 
favorit karena semua murid sama saja, tinggal bagaimana piawainya seorang 
guru menjadikan proses belajar mengajar yang baik tidak pandang bulu karena 
dari input yang merata. sehingga keberhasilan seorang guru dilihat dalam proses 
mengajar, dari zero menjadi hero itu artinya guru tersebut dikatakan berhasil. 
Namun bukan berarti murid dituntut untuk sempurna, misalkan 6 menjadi 7 hal 
tersebut dapat dikatakan berhasil. Dan itulah harapan pemerintah khususnya di 
Kota Batu dengan adanya perwali ini yaitu menghilangkan sekolah favorit bagi 
pihak guru. Sehingga guru merasa sama yaitu mengajar pada sekolah yang sama 
walaupun berbeda tempat, dengan adanya zonasi ini sehingga kami para guru 
tidak memiliki status tersendiri melainkan Guru Kota Batu yang kita bina adalah 
Anak-anak Kota Batu.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 
 
Gambar 4.9 Rekaman Suara dengan Ibu Tatik Ismaiti, S.Pd 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah 
Kota Batu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan 





kualitas pendidikan khususnya di Kota Batu juga diimbangi dengan penerapan 
sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batu yang mengacu 
pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Upaya tersebut menjadikan guru maupun 
siswa memiliki status yang sama di setiap sekolah. Sehingga antara sekolah satu 
dengan sekolah lain tidak ada istilah sekolah unggulan maupun non unggalan.  
  Realisasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan di Kota Batu dilaksankan dari tahun 2016 hingga 2020. Dalam 
pengimplementasiaan kebijakan tersebut selama lima tahun terakhir dapat 
dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui melalui wawancara dengan 
Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Dinas Pendidikan Kota Batu. Beliau menjelaskan bahwa: 
 “Perwali ini disahkan 2015 namun eksekusinya di 2016 hingga sekarang, 
sehingga jika dihitung sudah 5x periode mutasi. Mutasi dilakukan setiap 
satu tahun sekali yang dilaksanakan di awal tahun ajaran baru atau awal 
semester. Biasanya TMT (Tanggal Melaksanakan Tugas) yang tertera pada 
Surat Perintah Tugas (SPT) itu adalah per 1 Juli, kalaupun ada kemunduran 
biasanya 1-2 minggu tapi tetep di bulan Juli. Untuk persiapan pemindahan 
guru SPT dikeluarkan di akhir semester sebelum pemindahan sehingga pada 
tahun ajaran baru guru sudah siap pindah. Di awal mutasi banyak guru yang 
dimutasi tapi semakin kesini semakin sedikit karena guru tersebut sudah 
banyak yang dimutasi di awal periode. Di tahun 2016 ada 75 orang, tahun 
2017 ada 63 orang, tahun 2018 ada 90 orang, tahun 2019 ada 19 orang, dan 
tahun 2020 ada 33 orang yang dimutasi. Alhamdulillah implementasi ini 
berjalan dengan baik, karena sudah terealisasikan hampir 100% hanya 
menyisakan beberapa guru dengan beberapa alasan tertentu. Yang belum 
termutasikan menyisakan 1-2% saja karena memang tidak bisa dimutasikan, 
misalnya guru BK yang memang jumlahnya sedikit dan guru agama yang 
memang tidak bisa dimutasikan karena memang tidak ada guru yang dapat 
ditukar. Misalnya guru agama budha, di Kota Batu hanya memilki beberapa 
guru yang memang sudah merangkap beberapa sekolah sehingga kalaupun 







Gambar 4.10 Daftar Guru Mutasi Kota Batu 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa implementasi 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 di tingkat SMP sudah dilaksanakan sebanyak 
5 kali periode mutasi yang dilakukan tiap tahun pada awal tahun ajaran baru yaitu 
dalam bulan Juni. Sesuai dengan isi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 Bab V 
Pasal 18 yaitu, (1) untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di 
sekolah, guru yang dipindah satuan administrasi pangkal (satmikal) harus sudah 
mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester, (2) untuk menjamin tetap 
berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru dari 
sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru di dalam Kota Batu 
dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan. Terkait proses pemindahan guru 
menuju sekolah baru yang dilakukan pada akhir semester, pihak Dinas Pendidikan 
mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) 1-2 bulan sebelum tanggal mulai tugas 





Pendidikan sudah melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik sesuai dengan 
peraturan yang ada. 
 
  
Gambar 4.11 Surat Perintah Tugas 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu 
 Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, kebijakan penataan dan 
pemerataan guru di Kota Batu sudah terealisasikan hampir dengan baik. 
Menyisakan beberapa guru yang tidak bisa dimutasikan karena jumlah guru yang 
sangat sedikit. Guru yang tersisa merupakan guru Bimbingan Konseling dan guru 





sudah merangkap dibeberapa sekolah. Adapun daftar nama 280 guru yang telah 
dirotasi dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebagai berikut:  
Tabel 4.3 Daftar Nama Mutasi Guru Jenjang SMP Tahun 2016 
No. Nama Unit Lama Unit Baru 
1 Dian Maulina SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
2 Lukitaningtyas Prihatin SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
3 Hartatik SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
4 Nyoto Budi Asih SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
5 Andi Purwo Adianto SMPN 4 Batu SMP Islam 1 Batu 
6 Sudjiati SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
7 Siti Alifah SMP Islam 1 Batu SMPN 2 Batu 
8 Rusmiyati SMP Islam 1 Batu SMP Muh 8 Batu 
9 Sri Retnoningtyas SMP Muh 8 Batu SMP Islam 1 Batu 
10 Sri Hastutik SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
11 Trise Rosida Prihantini SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
12 Didien Ika Herayani SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
13 Hariyati SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
14 Ibnu Ispramono SMPK Widyatama Batu SMP PGRI 2 Batu 
15 Supriyati SMP Muh 8 Batu SMP As-Salam Batu 
16 Yuli Noor Thoyyibah SMP PGRI 2 Batu SMP Raden Fatah Batu 
17 Andrea Novenda  SMP Raden Fatah Batu - 
18 Anis Syaidah SMP As-Salam Batu SMP Muh 8 Batu 
19 Pujiono  SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
20 Sutjiningsih SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
21 Herawati Ekorini SMPN 3 Batu - 
22 Suharlik SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
23 Khusnul Hidayah SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
24 Sugeng Hariadi SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
25 Niniek Jekti Handayani SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
26 Sriani Midriati SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
27 Susilowati SMPN 4 Batu SMP PGRI 1 Batu 
28 Tonah SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
29 Sulistyowati SMP Islam 1 Batu SMPN 2 Batu 
30 Sri Dewi SMP PGRI 1 Batu SMP Islam 1 Batu 
31 Murni Novida SMP Muh 8 Batu SMPN 3 Batu 
32 Rety Sulistyowati SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
33 Eny Yuliastuti SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
34 Soemarto SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
35 Lilik Alfiyah SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
36 Iswatio SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
37 Endang Pudjowati SMPN 3 Batu  SMPN 2 Batu 





39 Sasi Andayani SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
40 Suparapto Rasid  SMPN 6 Batu SMPN 4 Batu 
41 Agus Suprasetiyo SMP Taman Siswa Batu SMP Satap Pesangg. 
Batu 
42 Siska Maharani SMP Solaiman Batu - 
43 Maysaroh SMP As-Salam Batu SMP Darush Sholihin 
Batu 
44 Nurfina Yuni Restuty  SMP Diponegoro Batu SMP As-Salam Batu 
45 Sofia SMP Darush Sholihin 
Batu 
SMP Diponegoro Batu 
46 Kustiningsih SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
47 Muhammad Syamsul H. SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
48 Tatik Ismiati SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
49 Eny Lestariningsih SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
50 Fuji Astuti SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
51 Zulaikha SMPN 4 Batu - 
52 Ulfa Rahayu SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
53 Bambang Eko Pribadi SMPN 5 Batu SMPN 4 Batu 
54 Asri Wilujeng SMP Islam 1 Batu SMP Ma’arif Batu 
55 Mistiah SMP Ma’arif Batu SMP PGRI 1 Batu 
56 Sugiono SMP PGRI 1 Batu SMP Islam 1 Batu 
57 Joko H. Winarto SMP Immanuel Batu SMPN 5 Batu 
58 Zainuddin SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
59 Maskurin SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
60 Amar Rokhmi SMP Islam 1 Batu - 
61 Kholifatun Zahroh SMP Raden Fatah Batu - 
62 Mohammad Haris E. SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
63 Hanief Nur Rofiq SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
64 Eko Sujianto SMP PGRI 1 Batu SMPN 3 Batu 
65 Tut Priyani SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
66 Ratna Endang Sunanti SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
67 Fadjar Ain SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
68 Sri Hariyati SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
69 Susilo Hardiknyo SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
70 Sri Indratiningsih SMPK Widiyatama Batu - 
71 Siti Rodiatin SMP PGRI 2 Batu - 
72 Budi Setiono SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
73 Hedung Tunggal SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
74 Agustin Rosalina SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
75 Estri Kadarini SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 







Tabel 4.4 Daftar Nama Mutasi Guru Jenjang SMP Tahun 2017 
No. Nama Unit Lama Unit Baru 
1 Endang Susilowati SMP Darush Sholihin 
Batu 
SMP PGRI 2 Batu 
2 Ngatminah SMP Islam 1 Batu SMPN 1 Batu 
3 Suci Wahyuni SMPK Widyatama Batu SMPN 4 Batu 
4 Eni Sulistiati SMP PGRI 2 Batu SMP Darush Sholihin 
Batu 
5 Ana Puji Astutik SMP Muh 8 Batu SMPN 2 Batu 
6 Wiwik Ikawati SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
7 Trise Rosida Prihantini SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
8 Suatmadi SMPN 1 Batu SMPN 6 Batu 
9 Zulmeyta Rahma SMPN 2 Batu  SMPN 1 Batu 
10 Dwi Laksitorini SMPN 4 Batu SMPN 5 Batu 
11 Yulianah SMPN 5 Batu SMPN 1 Batu 
12 Sri Ekowati SMPN 6 Batu SMPN 1 Batu 
13 Demi Yuliati SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
14 Anggara Yuana R. SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
15 Luluk Farichah SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
16 Sri Asia Afrikatin SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
17 Pipit Asriningpuri SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
18 Sri Puji Rahayu SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
19 Mariatul Kiftiyah SMP As Salam Batu SMP Ma’Arif Bati 
20 Dyah Sulistyorini SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
21 Ahmad Sobirin SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
22 Erni Dwi Sulistyowati SMP Ma’arif Batu SMP As Salam Batu 
23 Ratna Dewi Susanti SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
24 Susilowati  SMP PGRI 1 Batu SMPN 3 Batu 
25 Fatmawati SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
26 Mohamad Taufiq A. F. SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
27 Nailil Mina SMPN 2 Batu SMP As Salam Batu 
28 Nurul Banjar SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
29 Siwi Sri Wahyuni SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu  
30 M. Ruba’I  SMP Raden Fatah SMP Islam 1 Batu 
31 Sri Astuti SMP Islam 1 Batu SMP Raden Fatah Batu 
32 Nurfina Yuni Restuty SMP As Salam Batu SMPN 3 Batu 
33 Zuhroh Irfa SMP Islam 1 Batu SMP PGRI 2 Batu 
34 Eka Mustikawati SMP Muh 8 Batu SMP Islam 1 Batu 
35 Ninik Hartini SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
36 Khusnul Khotimah SMP PGRI 2 Batu SMP Muh 8 Batu 
37 Nur Widya S. SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
38 Asmadi SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
39 Rofa Tri Yulyati SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 





41 Khoti’ah SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
42 Wulan Handayani SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
43 Miftahul Huda SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
44 Tri Sumardyaningsih SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
45 Zulaikha SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
46 Edy Wibowo SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
47 Sri Sukatmini SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
48 Sri Widayati SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
49 Fransisca Umi Setyo SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
50 Sulistiyah SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
51 Suhermanto SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
52 Abidin SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
53 Sih Dwi Hartuti SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
54 Titik Prasetyowati SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
55 Siti Rokhmah SMP Ahmad Yani Batu SMP As Salam Batu 
56 Akh. Masurur SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
57 Amar Rokhmi SMP Islam 1 Batu SMP Ahmad Yani Batu 
58 Syahrul Fitrotul SMP As Salam Batu SMP Islam 1 Batu 
59 Nur Wahyuni SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
60 Mu’ad Roziqin SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
61 Immatul Faridah SMPN 5 Batu SMPN 4 Batu 
62 Mohammad Mauluddin 
Zuhri 
SMPN 2 Batu SMPN 5 Batu 
63 Mohammad Misbachul 
M. 
SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
Tabel 4.5 Daftar Nama Mutasi Guru Jenjang SMP Tahun 2018 
No. Nama Unit Lama Unit Baru 
1 Titik Widayatiningsasi SMP Ahmad Yani Batu SMP PGRI 1 Batu 
2 Lucida  SMP Ahmad Yani Batu SMP Diponegoro Batu 
3 Sianah SMP Ahmad Yani Batu SMP Raden Fatah Batu 
4 Nur Cahyaningsig SMP As Salam Batu SMP Ahmad Yani Batu  
5 Susanti SMP Diponegoro Batu SMP PGRI 1 Batu 
6 Sulih Tri Hariningsih SMP Diponegoro Batu SMP Islam 1 Batu 
7 Jumiati SMP Immanuel Batu SMPK Widyatama Batu 
8 Darmaning Diah O. SMP Immanuel Batu SMPK Widyatama Batu 
9 Yoswa Lisna Sionita SMP Immanuel Batu SMPN 1 Batu 
10 Chusnanik Mufidah SMP Islam 1 Batu SMP PGRI 1 Batu 
11 Sri Nurwanti SMP Islam 1 Batu SMP Muh 2 Batu 
12 Muslimah SMP Islam 1 Batu SMP PGRI 1 Batu 
13 Han Indra Edy Widjaja SMP Islam 1 Batu SMP Ahmad Yani Batu 
14 Chofifah SMP Islam 1 Batu SMP Raden Fatah Batu 





16 Agus Setiawan SMP Muh 8 Batu SMPN 3 Batu 
17 Umi Kulsum SMP PGRI 1 Batu SMP Ahmad Yani Batu 
18 Wiwik Puji Astutik SMP PGRI 1 Batu SMPN 3 Batu 
19 Harlina SMP PGRI 1 Batu SMP Diponegoro Batu 
20 Tatik Dyah Retnowati SMP PGRI 1 Batu SMP Islam 1 Batu 
21 Chonnie Dewiyanti SMP PGRI 1 Batu SMPN 4 Batu 
22 Susi Dian Fitriana SMP PGRI 2 Batu SMPN Satap 
Gunungsari 4 Batu 
23 Miski SMP Raden Fatah Batu SMP Ma’arif Batu 
24 Surtini SMP Raden Fatah Batu SMP PGRI 2 Batu 
25 Puji Lestari SMP Raden Fatah Batu SMP Ma’arif Batu 
26 Siti Chotimah SMP Raden Fatah Batu SMP PGRI 1 Batu 
27 Marhaeni Widi Sesanti SMPK Widyatama Batu SMP Immanuel Batu 
28 Rosariningsih SMPK Widyatama Batu SMP Immanuel Batu 
29 M. Tresnaningsih SMPK Widyatama Batu SMPN 3 Batu 
30 Sri Rahayu SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
31 Wiwit Dwi Wahyuni SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
32 Diani Kusumawati SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
33 Saifullah SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
34 Didit Widowati S. SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
35 Ester Yuli Erawati SMPN 1 Batu SMPK Wdyatama Batu 
36 Nur Laila SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
37 Ida Misaroh SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
38 Qorina Indriyati SMPN 1 Batu SMPN 3 Batu 
39 Praxaedis Rosmunda B. SMPN 1 Batu SMPK widyatama Batu 
40 Yesinigrum SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
41 Imam Bukhori SMPN 1 Batu SMP Muh 8 Batu 
42 Eko Purnomo SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
43 Wayu Dedy Kurniawan SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
44 Rujito SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
45 Budiman Tjahjono SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
46 Ahmad Sobirin SMPN 2 Batu SMPN 4 Batu 
47 Dyah Prihatini SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
48 Rokhmawati SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
49 Anik Elisabet SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
50 Endro Mulatsono SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
51 Salman Al Farisi SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
52 Nur Istining Rizky SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
53 Iwan Setyahadi SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
54 Muhammad Rifai SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
55 Ulfiyah SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
56 Renny Puspitasari SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
57 Dibsuwanto SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
58 Yuni Sutantiningtyas SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 





60 Dwi Sunarti SMPN 3 Batu SMPN 6 Batu 
61 Yuliati SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
62 Mindarto SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
63 Khoirul Anam SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
64 Darmaji SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
65 Dwi Iful Riya Yanto SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
66 Yayul Sariyastutik SMPN 4 Batu SMPN 2 Batu 
67 Mohamad Rofik SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
68 Iis Varida SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
69 Any Adiastuti SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
70 Ulang Hadi Widodo SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
71 Dwi Lisman Putra SMPN 4 Batu SMPK Widyatama Batu 
72 Heroe Widaryanto SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
73 Ignatius Varu Arianto SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
74 Bambang Eko Pribadi SMPN 5 Batu SMPN 4 Batu 
75 Elly Yuli Sri Kristiani SMPN 5 Batu SMP Immanuel Batu 
76 Alise Nur Saadah SMPN 6 Batu SMPN 1 Batu 
77 Dwi Laksito Rini SMPN 5 Batu SMP Widyatama Batu 
78 Titik Suswanti SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
79 Ninik Suryanti SMPN Satap 
Gunungsari 4 Batu 
SMP As Salam Batu 
80 Dina Fitri Wulandari SMPN 6 Batu SMPN 1 Batu 
81 Siti Mukayanah SMP Muh 2 Batu SMP Islam 1 Batu 
82 Indah Nur Rahmawati SMPN 5 Batu SMPN 3 Batu 
83 Abidin SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
84 Titik Prasetyowati SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
85 Dewi Santri Wijaya Sari SMPN 1 Batu SMPN 5 Batu 
86 Juni Susilo Andung W. SMPN 6 Batu SMPN 5 Batu 
87 Fitri Handriani SMPN 1 Batu SMPN 6 Batu 
88 Hunainah SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
89 Mahmud Huda SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
90 Nailil Mina SMP As Salam Batu SMPN 1 Batu 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
Tabel 4.6 Daftar Nama Mutasi Guru Jenjang SMP Tahun 2019 
No. Nama Unit Lama Unit Baru 
1 Bayu Setyo Handoyo SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
2 Lufi Satita SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
3 Khoiruddin SMP PGRI 1 Batu SMP Ma’arif Batu 
4 Suhermanto SMPN 4 Batu SMPN 6 Batu 
5 Hery Kurniawan SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
6 Yayuk Siti Muawanah SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
7 Diyah Aulaning Ilmiah SMPN 6 Batu SMPN 4 Batu 





9 Iwan Setyahadi SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
10 Narti SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
11 Miswanto SMPN 4 Batu SMPN 3 Batu 
12 Etis Megasari SMPN 2 Batu SMPN 1 Batu 
13 Samsul Arifin SMPN 3 Batu SMPN 4 Batu 
14 Irwan Yudha Pradana SMPN 4 Batu SMPN 6 Batu 
15 Erly Yuliastutik SMP Ma’arif Batu SMP PGRI 1 Batu 
16 Ayu Kurniawati SMPN 6 Batu SMPN 3 Batu 
17 Imam Bukhori SMP Muh 8 Batu SMPN 2 Batu 
18 Alfi Arifiyanto SMPN 3 Batu SMPN 1 Batu 
19 Risa Agus Prasetyo SMPN 6 Batu SMPN 4 Batu 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
Tabel 4.7 Daftar Nama Mutasi Guru Jenjang SMP Tahun 2020 
No. Nama Unit Lama Unit Baru 
1 Novalita 
Kusumaningsih 
SMPN 6 Batu SMPN 1 Batu 
2 Sri Nurwanti SMP Muh 2 Batu SMPN 6 Batu 
3 Yayuk Mas’udah SMPN 4 Batu SMPN 1 Batu 
4 Elisa Mariana Magnani SMPN 1 Batu SMPN 4 Batu 
5 Siti Fatikhatun F. SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
6 Puji Lestari SMP Ma’arif Batu SMP Darus Sholihin 
Batu 
7 Vina Auliatri SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
8 Dyah Ayuningtyas SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
9 Hery Kurniawan SMPN 1 Batu SMPN 2 Batu 
10 Rina Kristina SMPN 6 Batu SMPN 3 Batu 
11 Andi Purwo Andianto SMP Satap Pesang. Batu SMPN 5 Batu 
12 Agustin Rosalina SMPN 4 Batu SMPN 6 Batu 
13 Masrukin SMPN 2 Batu SMPN 6 Batu 
14 Samsul Arif SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
15 Nancy Susando SMPN 6 Batu SMPN 3 Batu 
16 Renny Puspita SMPN 4 Batu SMPN 6 Batu 
17 Arvi Hendrayanti SMPN 6 Batu SMPN 4 Batu 
18 Asih Hari Lestari SMP PGRI 2 Batu SMPN 4 Batu 
19 Syamsu Pradana W. SMPN 6 Batu SMPN 2 Batu 
20 Arif Trisandi SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
21 Agus Setiawan SMPN 3 Batu SMPN 6 Batu 
22 Mujianto SMPN 2 Batu SMPN 3 Batu 
23 Linda April Mawanti SMPN 3 Batu SMPN 2 Batu 
24 Elly Yuli Sri Kristanti SMP Immanuel Batu SMPN 5 Batu 






26 Bambang Hermanto SMPN 1 Batu Pemenuhan Jam di 
Sekolah Satmikal 
27 Faridatul Masadah SMPN 6 Batu SMPN 4 Batu 
28 Alfi Arifianto SMPN 1 Batu SMPN 6 Batu 
29 Sri Wulan Romdaniyah SMP Muh 8 Batu SMP Muh 2 Batu 
30 Suwanto Andri P. SMPN 5 Batu SMPN 6 Batu 
31 Ida Dwiana SMPN 5 Batu SMPN 1 Batu 
32 Achmad Sudirman SMPN Satap 
Gunungsari 4 Batu 
SMPN 5 Batu 
33 Chusnanik Mufidah SMP PGRI 1 Batu SMPN 4 Batu 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 Dilihat dari sebaran guru di Kota Batu pada tahun kelima rotasi 
dilaksanakan yaitu 2020, sebanyak 8.110 siswa dan 579 guru tersebar dalam tiga 
kecamatan. Kecamatan Batu terdapat 5.269 (65%) siswa dengan 359 (62%) guru 
tersebar di 15 sekolah, di Kecamatan Junrejo terdapat 1.156 (14.2%) siswa dengan 
94 (16.2%) guru tersebar di 4 sekolah, serta di Kecamatan Bumiaji terdapat 1.685 
(20,8%) siswa dengan 126 (21.7%) guru tersebar di 8 sekolah.  
Tabel 4.8 Total Guru dan Peserta Didik Kota Batu Tahun 2020/2021 
Semester Ganjil 
No. Kecamatan Status Peserta Didik Guru 
 Kec. Batu  5.269 359 
1 SMP Negeri 01 Batu Negeri 947 61 
2 SMP Negeri 02 Batu Negeri 947 65 
3 SMPN Satu Atap Pesanggrahan 2 Negeri 61 11 
4 SMP Ahmad Yani Swasta 144 13 
5 SMP Al Izzah Batu Swasta 725 35 
6 SMP Darush Sholihin Swasta 137 11 
7 SMP Immanuel Swasta 155 8 
8 SMP Islam 01 Swasta 251 25 
9 SMP K Widyatama Swasta 281 19 
10 SMP Maarif Batu Swasta 361 21 
11 SMP Muhammadiyah 02 Swasta 101 12 
12 SMP Muhammadiyah 08 Swasta 563 31 
13 SMP PGRI 01 Swasta 242 17 
14 SMP Raden Fatah Swasta 312 24 
15 SMP Tamansiswa Swasta 42 6 
 Kec. Junrejo  1.156 94 





2 SMP As Salam Swasta 88 10 
3 SMP Diponegoro Junrejo Batu Swasta 94 10 
4 SMP Solaiman Swasta 16 5 
 Kec. Bumiaji  1.685 126 
1 SMP Negeri 04 Batu Negeri 711 45 
2 SMP Negeri 05 Batu Negeri 163 13 
3 SMP Negeri 06 Batu Negeri 628 39 
4 SMPN Satu Atap Gunungsari 04 Negeri 66 8 
5 
SMP Al-Hikmah Boarding Life 
Batu 
Swasta 19 1 
6 SMP Arjuno Swasta 11 5 
7 SMP Islam Abu Ghonaim Swasta 42 6 
8 SMP PGRI 02 Batu Swasta 45 9 
 Grand Total  8.110 579 
Sumber: https://dapo.kemdikbud.go.id.2020  
 Implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 pada jenjang SMP 
yang telah terealisasaikan selama 5 tahun terakhir memiliki mekanisme dalam 
pengimplementasiaanya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui 
bahwa mekanisme implementasi kebijakan dilaksanakan Dinas Pendidikan hingga 
kepada guru yang bersangkutan melalui beberapa tahap. Seperti yang dijelaskan Ibu 
Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Dinas Pendidikan Kota Batu bahwa: 
“Sebelum melaksanakan penataan, dinas meminta data guru sesuai dengan 
masa kerja di sekolah tersebut untuk memetakan guru tesebut. Sehingga data 
tersebut dijadikan data awal pelaksanaan Perwali. Setelah itu Pada tingkat 
SMP dilakukan rapat dengan stakeholder tingkat SMP baru dipetakan dan 
diakhiri dengan pleno. Rapat pleno pada jenjang SMP yaitu dihadiri oleh 
Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, PGRI, DPRD Kota Batu, MKKS, 
MKPS, Kepala Sekolah jenjang SMP, Pengawas Jenjang SMP. Dirapat ini 
dikakukan eksekusi apakah guru tersebut akan dimutasi. Setelah 
terselesaikan baru ada yang namanya berita acara pleno penataan dan 
pemeratan. Itu yang kita jadikan sebagai dasar penerbitan SPT (Surat 
Perintah Tugas) yang kita bagi ke Kepala Sekolah untuk disampaikan ke 
guru yang bersangkutan dll. SPT untuk 1 guru mutasi keluar ataupun masuk 
surat tugasnya sudah langsung untuk dirinya sendiri, kepala sekolah asal dan 
baru, Inspektorat, BKPSDM, Kepegawaian beserta keuangan. Jadi ketika 
eksekusi ini sesuai tanggal di Surat Tugas kita sudah langsung koordinasi 





sampai 2 minggu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah 
lama, tetepi kita prinsipnya tidak akan merubah SPT yang sudah kami 
keluarkan. Jika guru yang tidak berangkat atau menolak dengan 
pemindahannya kita memberikan sanksi sesuai juknis Perwali 57 seperti 
panggilan dinas dan sebagainya.”  (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 
 
Gambar 4.12 Point-point Perwai No. 57 Kota Batu 
Sumber: Ditulis oleh Ibu Rafika Ismawati pada tanggal 12 Agustus 2020 
 Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala 
Sekolah SMP Negeri 1 Kota Batu, beliau menjelaskan bahwa: 
“Setiap tahun satuan pendidikan harus menganalisis tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan yang ada beserta masa kerjanya serta melaporkan 
analisis kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan menganalisa dari laporan 
sekolah yang sudah disetorkan berdasarkan Juknis Perwali 57. Dinas 
Pendidikan setelah menganalisa kebutuhan, mengumpulkan pengawas SMP 
dan MKKS dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk membahas 
lebih lanjut serta melakukan koordinasi mengenai pemindahan beberapa 
guru yang sesuai dengan kebutuhan hingga menemukan hasil akhir. Setelah 
surat tugas keluar Dinas Pendidikan memberikan SPT guru yang akan 
dipindah melalui Kepala Sekolah dan memberikan arahan. Selanjutnya 
Kepala Sekolah memberikan Surat tugas kepada guru yang bersangkutan. 
Sebelum satu bulan setelah diberikan surat tugas guru yang dirotasikan 





 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua narasumber di 
atas, proses implementasi kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 di 




SPT = Surat Perintah Tugas 
Stakeholder Pendidikan = (1) Dewan Pendidikan, (2) Kementerian Agama, (3) PGRI 
(Persatuan Guru Republik Indonesia), (4) DPRD Kota Batu, (5) MKKS (Musyawarah 
Kerja Kepala Sekolah) jenjang SMP, (6) MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) 
jenjang SMP, serta (7) Ketua Yayasan jenjang SMP. 
Gambar 4.13 Mekanisme Implementasi Perwali Kota BatuNo. 57 Tahun 
2015 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 Beberapa tahapan implementasi kebijakan Perwali Perwali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015 dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan 
sesuai dengan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Mekanisme pelaksanaan 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 lebih lanjut termuat dalam juknisnya, 
masing-masing tanggung jawab dijabarkan secara detail di dalamnya. Pada Perwali 





1. Mekanisme dan proses pemindahan guru dari satuan pendidikan ke satuan 
pendidikan lainnya dalam Kota Batu, antar Kabupaten/Kota lain pada 
prinsipnya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Dinas wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan, pemerataan, 
dan pemindahan guru dapat mencapai tujuan. 
3. Satuan Pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu 
dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 
24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang 
sama dari satuan pendidikan lain di dalam Kota Batu, satuan pendidikan dapat 
mengusulkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain kepada 
dinas. 
4. Penetapan guru yang harus dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 
a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 
b. pemenuhan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap 
muka per minggu di sekolah tujuan; dan 
c. penyegaran dan pengalaman baru bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. 
5. Guru yang ditugaskan di daerah terpencil berhak mendapatkan tunjangan 
khusus dan/atau penghargaan peningkatan karir dari pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Dalam hal guru tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini, Walikota melalui 






7. Segala pembiayaan yang berkenaan dengan dampak dari proses redistribusi 
guru ini dibebankan kepada APBD.  
 Selain itu, keberhasilan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 
di tingkat SMP dapat dilihat dengan teori model implemenasi kebijakan yang 
dikembangkan oleh George C. Edward III. Sesuai dengan fokus penelitian, model 
implementasi George C. Edward III mempunyai empat variabel yang sangat 
menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Variabel tersebut 
diantaranya yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
Keempat variabel tersebut saling terhubung sebagaimana tergambar pada gambar 
di bawah ini. 
 
Gambar 4.14 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on 
Implementation 
Sumber: Agustino (2017, p. 142) 
 
IV.2.1.1 Komunikasi 
 Sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapat komunikasi dalam 





beberapa tahap. Berikut merupakan alur komunikasi dalam pengimplementasian 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
 
Gambar 4.15 Komunikasi implementasi Perwali Kota Batu  No. 57 Tahun 
2015 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 
1. Sosialisasi program Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 sebelum 
ditetapkan di Kota Batu  
 Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan oleh 
Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menyampaikan informasi terkait program 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Sosialisasi tersebut disampaikan kepada 
kelompok sasaran kebijakan. Sebelum ditetapkannya peraturan tersebut, sosialisasi 
dilaksanakan guna melakukan penyusunan serta bermusyawarah. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Ibu Elisa Mariana Magnani, S.Pd selaku guru SMP 4 yang dirotasi 
pada gelombang ke-5, beliau berpendapat bahwa: 
“Sebelum diterbitkan Perwali 57 ada sosialisasi dari dinas pendidikan untuk 
mendiskusikan peraturan tersebut, untuk tanggalnya saya sudah lupa namun 
untuk lebih tepatnya bahwa diskusi tersebut dilakukan sebelum mutasi 
gelombang pertama dilaksanakan. Saya salah satu guru yang diundang 
dalam FGD (Focus Group Discussion) karena kebetulan saya merupakan 
ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) IPA Kota Batu sehingga 
saya diundang untuk berdiskusi mengenai perwali tersebut. Ada beberapa 
guru yang di undang, namun tidak semua guru berkontribusi dalam rapat 







Gambar 4.16 Rekaman Suara dengan Ibu Elisa Mariana Magnani, S.Pd 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku 
Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batu, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Sebelum ditetapkan Perwali Kota Batu No.57 tahun 2015, pihak Dinas 
melakukan sosialisasi dengan melibatkan beberapa orang yang 
berkepentingan dalam penyusunan peraturan tersebut. Beberapa orang yang 
terlibat dalam penyusunan yaitu: (1) Kepala Sekolah semua jenjang; (2) 
Kementerian Agama; (3) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia); (4) 
Dewan Pendidikan; (5) DPRD Kota Batu; (6) MKKS (Musyawarah Kerja 
Kepala Sekolah); KKSD (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar), 
KKKTK (Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak); (7) MKPS 
(Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) semua jenjang; (8) Ketua yayasan. 
Sehingga sebelum perwali 57 disahkan, beberapa orang yang terlibat 
tersebut sudah mengetahui bahwa akan ada rotasi guna penataan dan 
penataan guru.”  (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua narasumber di 
atas, proses komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan 
kelompok sasaran kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi 
dilakukan sebelum Perwali Kota Batu No.57 Tahun 2015 ditetapkan. Beberapa 
orang terlibat dalam sosialiasi penyusunan serta berdiskusi lebih dalam mengenai 
peraturan terebut. Sosialisasi ini bersifat menyeluruh karena beberapa orang yang 
terlibat merupakan perwakilan dari semua jenjang TK, SD, serta SMP atau 





Kota Batu sebagai penyampaian informasi yang tepat sebelum peraturan tersebut 
terimplementasikan kepada kelompok sasaran.  
2. Sosialisasi program Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 sesudah 
ditetapkan di Kota Batu pada jenjang SMP 
 Setelah perwali ditetapkan dan disahkan oleh Wali Kota, pihak Dinas 
Pendidikan melakukan persiapan lebih dalam guna kebijakan dapat 
terimplementasikan dengan baik. Untuk mendukung terimplementasikannya 
kebijakan tersebut, diperlukan komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan 
dengan pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan harus 
sepaham terkait implementasi kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
Sehingga ketika pelaksanaannya tidak ada kesalah pahaman dari kedua belah pihak. 
Ibu Rafika Ismawati, S.Pd  selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Dinas Pendidikan Kota Batu menjelaskan bahwa:  
“Sebelum melaksanakan penataan, dinas meminta data guru dari tiap 
sekolah sesuai dengan masa kerja di sekolah untuk memetakan guru 
tersebut. Sehingga data awal tersebut digunakan untuk dianalisis dan 
digunakan sebagai acuan pelaksanaan Perwali. Setelah itu pada tingkat SMP 
dilakukan rapat dengan stakeholder tingkat SMP baru dipetakan dan 
diakhiri dengan pleno. Rapat pleno pada jenjang SMP yaitu dihadiri oleh 
Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, PGRI, DPRD Kota Batu, MKKS, 
MKPS, Kepala Sekolah jenjang SMP, Pengawas Jenjang SMP. Dalam rapat 
tersebut untuk mendapatkan masukan, pertimbangan, dan solusi 
permasalahan. Dirapat ini dikakukan eksekusi apakah guru tersebut akan 
dimutasi. Setelah terselesaikan baru ada yang namanya berita acara pleno 
penataan dan pemeratan. Itu yang kita jadikan sebagai dasar penerbitan SPT 
(Surat Perintah Tugas) yang kita bagi ke Kepala Sekolah ke guru yang 
bersangkutan dan lain-lain. Setiap ada penataan dan pemerataan selalu 
melakukan rapat pleno dengan stake holder pendidikan di jenjang SMP, 
sehingga rapat ini sudah dilakukan lima kali, karena kita sudah melakukan 






Gambar 4.17 Wawancara dengan Ibu Rafika Ismawati, S.Pd  
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala 
Sekolah SMP Negeri 1 Kota Batu, beliau mengatakan bahwa: 
“Setiap tahun satuan pendidikan harus melaporkan tenaga pendidik dan 
tenaga kependiddikan data guru yang ada beserta masa kerjanya serta 
melaporkan analisis kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan menganalisa dari 
laporan sekolah yang sudah disetorkan berdasarkan Perwali 57. Dinas 
pendidikan setelah menganalisa kebutuhan, mengumpulkan pengawas SMP 
dan MKKS dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk membahas 
lebih lanjut serta melakukan koordinasi mengenai pemindahan beberapa 
guru yang sesuai dengan kebutuhan hingga menemukan hasil akhir.” 
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui jika 
proses komunikasi dilakukan dengan sosialisasi kembali antara pembuat kebijakan 
dengan pelaksana kebijakan. Sosialisasi tersebut berbeda dengan sosialisasi 
sebelum Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 disahkan. Sosialisasi ini ditujukan 
pada sasaran pelaksana kebijakan dijenjang SMP yang dilakukan setiap tahun 
ketika kebijakan tersebut akan diimplementasikan.  
 Sebelum sosialisasi ini dilakukan, satuan pendidikan pada jenjang SMP 
melakukan pelaporan data guru beserta analisisnya. Karena data tersebut digunakan 





Tahun 2015. Dalam sosialisasi ini dilakukan musyawarah yang berupa Rapat Pleno 
hingga hingga menghasilkan hasil akhir berupa Berita Acara Pleno Penataan dan 
Pemerataan. Berita Acara Penataan dan Pemerataan digunakan sebagai dasar 
penerbitan SPT (Surat Perintah Tugas) pemindahan guru yang berangkutan. 
3. Sosialisasi pelaksanaan program Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 
di Kota Batu pada jenjang SMP 
 Pelaksanaan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 yang efektif 
membutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten. Sosialisasi sebagai bentuk 
komunikasi yang dilakukan sebelum dan sesudah disahkannya kebijakan tersebut, 
perlu komunikasi lebih lanjur agar kebijakan dapat terlaksana sebagaimana 
mestinya. Terkait hal tersebut Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batu menjelaskan 
bahwa: 
“Setelah penerbitan SPT sesuai dengan Berta Acara Pleno, untuk 
penyampaian SPT kepada Kepala Sekolah terlebih dahulu melakukan 
pengumpulan Kepala Sekolah yang terkait guna melakukan pengarahan 
terlebih dahulu untuk menghindari permasalahan, setelah itu Kepala 
Sekolah memberikan SPT tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Kita 
tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi ke semua guru, sehingga 
sosialisasi dilakukan berjenjang yang melalui kepala sekolah dan pengawas, 
sehingga kewajiban kepala sekolah untuk sosialisasi diinternal masing-
masing sekolah. Khusus untuk di 2020 dikarenakan pandemic dilakukan 
sosialisasi melalui by WA dan langsung mengambil SPT. SPT untuk 1 guru 
mutasi keluar ataupun masuk surat tugasnya sudah langsung untuk dirinya 
sendiri, kepala sekolah asal dan baru, Inspektorat, Kepala BKPSDM (Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Kasubag 
Keuangan Dinas Pendidikan Kota Batu. Jadi ketika eksekusi ini sesuai 
tanggal di Surat Tugas kita sudah langsung koordinasi ke beberapa pihak 
yang terkait.” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala 





“Setelah semua disetujui maka SPT pemindahan dikeluarkan, Kepala 
Sekolah yang terdapat mutasi guru masuk atau keluar dikumpulkan untuk 
diberi pengarahan dan pemberian SPT. SPT yang telah di terima Kepala 
Sekolah, selanjutnya diberitahukan kepada guru yang dirotasi” (Wawancara 
tanggal 27 Agustus 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui jika 
penyaluran informasi di komunikasi secara bertahap. Setelah Dinas Pendidikan 
mengeluarkan SPT sesuai dengan Berita Acara dan diberikan kepada Kepala 
Sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah melakukan tugasnya untuk memberikan 
kepada pihak yang bersangkutan. Kesesuaian komunikasi yang telah berlangsung 
antara pihak Dinas Pendidikan dengan Kepala sekolah dapat dilihat dalam 
pelaksanaannya. Ibu Dyah Sulistyorini, S.Pd merupakan guru SMP Negeri 1 yang 
terdampak kebijakan pada gelombang ke-2, beliau menuturkan bahwa: 
“Mengenai Surat Tugas dari dinas pendidikan disampaikan kepada guru 
yang bersangkutan melalui kepala sekolah. Saya sadar bahwa memang 
harus dipindah tugaskan sesuai dengan program wali kota yaitu Perwali 57.” 
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 
 
Gambar 4.18 Rekaman Suara dengan Ibu Dyah Sulistyorini, S.Pd 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Asih Hari Lestari, S.Pd. Beliau 
merupakan guru SMP Negeri 4 yang terdampak kebijakan pada gelombang ke-5, 
beliau menjelaskan bahwa 
“Saya mendapatkan surat tugas dari dinas pendidikan melalui kepala 
sekolah bahwa saya harus pindah ke sekolah yang baru, setelah itu saya 
langsung menuju sekolah baru dengan membawa surat tugas tersebut. Di 





ada yang dipindahkan kesini, sehingga saya diterima dengan baik di sekolah 
ini. Sehingga pertanggal 13 Juli 2020 (tahun ajaran baru) saya sudah 
mengajar sesuai dengan profesi dan tanggung jawab saya.” (Wawancara 
tanggal 1 September 2020) 
 
 
Gambar 4.19 Rekaman Suara dengan Ibu Asih Hari Lestari, S.Pd. 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, jelas 
bahwa ada komunikasi yang dilakukan oleh Pihak Dinas kepada sasaran kebijakan. 
Namun komunikasi tersebut tidak dilakukan secara langsung diberikan kepada yang 
bersangkutan. Dinas Pendidikan mengkomunikasikan secara bertahap kepada guru 
yang bersangkutan yaitu melalui Kepala Sekolah. Sehingga Kepala Sekolah 
memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masing-masing guru yang 
akan dimutasi.  
 
IV.2.1.2 Sumber Daya  
 Sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan karena dengan implementasi kebijakan memerlukan sumber daya 
manusia untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya 
manusia yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 






Gambar 4.20 Sumber daya implementasi Perwali Kota Batu  No. 57 Tahun 
2015 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 Kecukupan staf yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 
tersebut menjadikan implementasi berjalan dengan baik, seperti yang disampaikan 
oleh Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batu. Beliau menuturkan bahwa: 
“Yang menaungi perwali yaitu dari pemerintah kota, DPRD, Dinas 
Pendidikan, serta organisasi terkaitnya. Namun pelaksanaannya berada di 
dinas pendidikan pada bidan tenaga pendidik dan kependidikan dan terdapat 
pengawas sekolah. Dari Dinas Pendidikan mulai dari kabid kasi dan staf nya 
semua terlibat. Kalau penentuan kebijakannya berada pada pimpinan namun 
kalau pada pelaksanaannya entry data itu semua ada diteman-teman staf, 
kalau kebijakan dan eksekusinya terdapat tim yang telah dibentuk yang 
kemarin telah disebutkan. Staf yang ada disinipun sudah mencukupi.” 
(Wawancara tanggal 17 September 2020) 
  Sementara itu Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Kota Batu menjelaskan bahwa: 
“Terkait pelaksanaan perwali ini adalah tugas dinas pendidikan Dinas 
Pendidikan, kalau detail siapa saja yang terlibat saya kurang tahu namun 
yang pasti itu bagian dari tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di 
Dinas Pendidikan Kota Batu. Namun sekolah juga mempunyai tugas dalam 
pelakasanaanya yaitu menganalisis kebutuhan sekolah, jadi secara tidak 
langsung sekolah juga ikut terlibat dalam pelakasanaanya. Untuk 
perencanaannya banyak yang terlibat yaitu stakeholder yang sudah saya 
sebutkan tadi.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 






 “yang terlibat perencanaan itu banyak ya mbak yaitu stakeholder tingkat 
SMP meliputi Kepala sekolah semua jenjang, ketua yayasan, kementerian 
agama, dll, dan itu menurut saya sudah mencukupi”. (Wawancara tanggal 
17 September 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut, SDM yang terlibat 
terbagi menjadi dua bagian yaitu SDM dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. 
Dalam perencanaan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015, SDM yang terlibat yaitu 
Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, PGRI (Persatuan Guru Republik 
Indonesia), DPRD Kota Batu, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) jenjang 
SMP, MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) jenjang SMP, serta Ketua 
Yayasan jenjang SMP. Sedangkan dalam pelaksanaan Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 SDM yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan khususnya bidang Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan serta satuan pendidikan. Sumber daya manusia yang 
terlibat dalam kedua kegiatan tersebut mencukupi dan sesuai dengan tugas dan 
kebutuhan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
 
IV.2.1.3 Disposisi 
 Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor 
penting dalam implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Dengan adanya 
disposisi implementasi tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan 







Gambar 4.21 Disposisi implementasi Perwali Kota Batu  No. 57 Tahun 2015 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 
1. Kesediaan guru yang terdampak kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 
 Kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 merupakan salah satu 
upaya dalam mewujudkan pemerataan potensi dan kompetensi guu di Kota Batu. 
Guru merupakan orang yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut atau 
sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan 
harapan apabila guru yang terdampak kebijakan dapat bersikap kooperatif. Terkait 
dengan kesediaan guru yang terdampak kebijakan Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku 
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Batu menjelaskan bahwa: 
“Guru yang pindahkan merasa keberatan itu wajar, karna merasa sudah 
nyaman di sekolah yang lama. Tetapi lama kelamaan para guru bisa 
menerima dengan legowo. Seorang guru bisa menerima kenyataan untuk 
dipindahkan selama guru tersebut memahami bahwa peraturan Perwali 57 
diimplementasikan tanpa pandang bulu, selama peraturan itu adil maka para 
guru akan menerima walaupun diawal merasa keberatan.” (Wawancara 
tanggal 27 Agustus 2020) 
 Serupa dengan pendapat Ibu Tatik, beberapa guru yang terdampak 





1) Bapak Muhammad Rifai S.Pd selaku guru di SMP Negeri 1 Batu 
mengatakan “Saya tidak merasa keberatan karena sudah kebijakan dari kota 
melalui perwali jadi mau tidak mau ya harus di jalankan. Saya sebagai 
Aparatus Sipil Negara (ASN) sudah menekan kontrak sebelum diterima 
dulu yaitu bersedia ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia. Terlebih 
pemindahan saya ke sekolah yang baru, saya merasa diuntungkan karena 
jarak tempuh dari rumah lebih dekat”. (Wawancara tanggal 27 Agustus 
2020) 
2) Ibu Elisa Mariana Magnani, S.Pd selaku guru di SMP Negeri 1 Batu 
mengatakan “Saya mutasi gelombang ke 3 jadi saya sudah siap kaerna sudah 
megetahui kalau memang dari sekolah awal 100% mesti dipindah, jadi 
perasaan saya harus siap adaptasi lagi di sekolah yang baru. Ketika 
pelaksanaannya saya langsung beradaptasi dengan baik karena beberapa 
teman saya di sekolah lama pindah ke sekolah yang sama pada gelombang 
1 dan 2 sehingga cepat beradaptasi dengan suasana sekolah baru.” 
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 
 
Gambar 4.22 Rekaman Suara dengan beberapa Guru 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut, sebagian 
besar guru yang terdampak kebijakan bersedia di tempatkan di sekolah lain. 
Tingginya kesadaran para guru akan tugas dan kewajibannya sebagai ASN, 
sehingga jarang ditemukan guru yang menolakan dipindah tugaskan. Hanya saja 
para guru memerlukan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Banyak guru yang 
bersedia di tempatkan di sekolah yang baru, namun rasa keberatan di awal 
pemindahan juga di rasakan oleh beberapa guru. Seperti yang di rasakan oleh Ibu 





1) Dra. Chusnanik Mufidah, M.KPd selaku guru di SMP Negeri 4 Batu 
mengatakan “Saya sebagai seorang PNS tidak boleh merasa keberatan dan 
harus siap ditempatkan di mana saja. namun secara pribadi saya baru 
merasa nyaman ditempat sebelumnya karena baru dipindahkan dan dekat 
dengan rumah  namun saya harus dipindahkan kesini yang secara lokasi 
lebih jauh dari rumah dan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.” 
(Wawancara tanggal 1 September 2020) 
2) Dyah Sulistyorini, S.pd selaku guru di SMP Negeri 1 Batu mengatakan 
“Rasa keberatan untuk dipindahkan pasti ada untuk awalannya, namun 
setelah masuk dan beradaptasi sudah merasa nyaman kembali karena 
bertemu teman-teman lama maupun baru di sekolah yang baru.” 
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 
Gambar 4.23 Rekaman Suara dengan beberapa Guru 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 Berdasarkan kedua pendapat tersebut, beberapa guru memang bersedia 
untuk dipindahkan ke sekolah yang baru, namun untuk keberatan juga di rasakan 
pada awal pemindahan. Akan tetapi rasa keberatan ditepiskan demi menjalankan 
tugas sebagai seorang ASN, serta agar dapat menaati peraturan yang belaku. Hal 
lain dituturkan Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan 





“Keberatan untuk dipindahkan dari beberapa guru itu pasti ada dengan 
banyak faktor alasan. Namun, kita berprinsip bahwa surat tugas yang kita 
keluarkan tidak akan kita Tarik kembali, kalau pun memang ada yang 
kebagian 0 jam mengajar sehingga tidak bisa memenuhi sertifikasi kita pasti 
mengevaluasi kembali. Tetapi kalau hanya sekedar alasan-alasan pribadi 
kami tidak akan merubah surat tugas ini, karena ketika kami merubah satu 
orang yang tidak sesuai dengan SPT maka kami harus melakukan rapat 
pleno dan membuat berita acara lagi di mana berita acara ini ditanda tangani 
oleh semua pihak yang hadir dalam rapat. Jadi kita tidak sembarangan 
dalam memutar atau merotasi guru tersebut. Kecil kemungkinan guru 
menolak dipindahkan karena kita menjamin baik dari segi sertifikasi, 
pemindahan bahkan terkait gaji sudah kita jamin tidak ada pengurangan hak. 
Jika guru yang tidak berangkat atau menolak dengan pemindahannya kita 
memberikan sanksi sesuai juknis Perwali 57 seperti panggilan dinas dan 
sebagainya. Intinya tidak membiarkankan guru yang menolak, karena ketika 
satu orang dibiarkan dengan begitu saja nanti akan berimbas kepada yang 
lain.” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa, jika terdapat guru yang 
menolak untuk dipindahkan, maka pihak Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan 
sanksi sesuai dengan Juknis Perwali Kota Batu No.57 Tahun 2015. Serta apabila 
terdapat guru yang menolak dipindahkan, hal itu akan berdampak besar kepada 
implementasi kebijakan. Dampak tersebut dapat dilihat dari perlunya mengadakan 
rapat pleno guna membahas dan mencari jalan keluar untuk guru yang menolak 
serta mengeluarkan berita acara baru. Di mana berita acara tersebut harus ditanda 
tangani oleh semua pihak yang hadir dalam rapat, sehingga memerlukan waktu dan 
tenaga ekstra dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk meminimalisir penolakan, 
pihak Dinas Pendidikan memberikan jaminan untuk tidak ada pengurangan hak 
yang sudah didapatkan guru yang akan dipindahkan.  
2. Insentif guru yang terdampak kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 
 Pemenuhan insentif kepada guru yang terdampak kebijakan merupakan 





melaksanakan perintah dengan baik. Dalam hal ini, pemenuhan insentif yang 
diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada guru yang terdampak adalah tidak adanya 
pengurangan hak yang diterima oleh guru tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu 
Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Dinas Pendidikan Kota Batu: 
“Kita menjamin mutasi pemerataan penataan ini yaitu tidak mengurangi hak 
yang diterima oleh guru yang dimutasi, sehingga kita menjamin tidak ada 
yang dikurangi hak tersebut baik dari segi sertifikasinya. Tunjangan 
sertifikasi diberikan oleh kementerian pusat kepada masing-masing guru, 
ini tidak melihat pada penempatan kerja apakah dia mengajar di sekolah 
a/b/c di manapun dia berpindah bahkan pindah kota pun, asalkan dia sesuai 
dengan kriteria penerimaan-penerimaan sertifikasi tersebut dia tetap 
menerima haknya. Misalkan sebelum dipindahkan guru tersebut 
mendapatkan minimal 24 jam mengajar sehingga sertifikasinya terbayar dan 
ketika dipindah ke sekolah yang baru dan hanya mendapat 15 jam mengajar 
yang diartikan kurang untuk menjamin sertifikasi pasti kita berikan tugas 
tambahan. Ketika di sekolah negeri maupun swasta terdapat guru yang 
kekurangan jam pihak kepala sekolah tentu melaporkan ke pihak dinas 
untuk mendapatkan solusi.” (Wawancara tanggal 17 September 2020) 
 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala 
Sekolah SMP Negeri 1 Kota Batu, beliau menuturkan: 
“Prinsip perwali 57 yaitu tidak mengurangi hak seorang guru untuk 
mendapatkan gaji ataupun tunjangan sertifikasi selama dia memenuhi 
persyaratan. Sesuai dengan analisa kebutuhan pihak dinas menata guru yang 
di rotasi dan mendapatkan hak sesuai dengan hak yang telah diperoleh, 
Semisal di sekolah pangkal belum memenuhi syarat minimal 24 jam 
mengajar maka dipenuhi dengan pemenuhan jam mengajar di sekolah lain 
yang memenuhi persyaratan serta analisis kebutuhan atau juga dapat 
dipenuhi dengan tugas tambahan. Kecil kemungkinan guru menolak 
dipindahkan karena kita menjamin baik dari segi sertifikasi, pemindahan 
bahkan terkait gaji sudah kita jamin tidak ada pengurangan hak.” 
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut, guru yang 
terdampak kebijakan mendapatkan jaminan tidak adanya pengurangan hak yang 





sertifikasi diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru 
yang memenuhi syarat. Salah satu syarat tersebut yaitu beban mengajar paling 
sedikit 24 jam tatap muka per minggu di sekolah. Untuk menjamin tidak adanya 
pengurangan beban mengajar sesuai dengan hak yang telah didapatkan, pihak Dinas 
Pendidikan menjamin memberikan solusi terbaik agar tidak terjadi pengurangan 
hak. Apabila guru tersebut dipindahkan ke sekolah baru dengan beban kerja 
berkurang dari yang telah didapatkan maka Pihak Dinas Pendidikan memberikan 
solusi dengan menambahkan tugas tambahan ataupun pemenuhan jam mengajar di 
sekolah lain. 
 Kesesuaian pemenuhan insentif tersebut dapat dilihat dari sudut pandang 
guru yang terdampak kebijakan. Beberapa guru yang sudah terdampak mengatakan 
bahwa tidak ada pengurangan hak yang lebih menjurus pada kesamaan gaji ataupun 
tunjangan sertifikasi. Beberapa pendapat dari guru terdampak kebijakan yaitu 
1) Ibu Arvi Hendrayanti, S.Pd selaku guru di SMP Negeri 4 Batu yang 
terdampak kebijakan gelombang ke-5 menuturkan bahwa: “Untuk 
pemenuhan minimal 24 jam mengajar guna mendapatkan sertifikasi saya 
mendapatkan kesamaan baik di sekolah yang lama maupun di sekolah yang 
baru. Di sekolah yang baru pun saya terpenuhi dan ditukar sesuai dengan 
apa yang sudah saya dapat di sekolah yang lama. Dari segi gaji juga saya 
mendapatkan sama ketika berada di sekolah lama” (Wawancara tanggal 1 
September 2020) 
2) Bapak Muhammad Rifai S.Pd selaku guru di SMP Negeri 1 Batu yang 
terdampak kebijakan gelombang ke-3 menuturkan bahwa: “Secara umum 
saya mendapatkan fasilitas yang sama dari sekolah yang lama, dalam bentuk 
tunjangan sertifikasi pun juga mendapatkan hak saya sama dengan di 
sekolah lama. Dilihat dari total jam mata pelajaran pun juga sama, di sekolah 
lama saya kekurangan jam mengajar yang mestinya minimal 24 jam 
mengajar saya hanya kebagian 12 jam pelajaran, namun untuk menambah 
jam mengajar sesuai dengan batas minimum, saya diberi tugas tambahan 
sebagai wakil kepala sekolah. Kompensasi tugas tambahan sebagai wakil 
kepala sekolah dihitung senilai dengan 12 jam mengajar, sehingga kalau 
ditotal menjadi 24 jam mengajar dan itu memenuhi syarat sertifikasi guru.” 





3) Ibu Dyah Sulistyorini, S.pd selaku guru di SMP Negeri 1 Batu yang 
terdampak kebijakan gelombang ke-3 menuturkan bahwa: “Tunjangan 
sertifikasi dan gaji saya dapatkan tetap sesuai dengan sebelum saya 
dipindahkan, karena sudah ada datanya yang ada di Dinas sehingga pihak 
Dinas memindahkan saya tanpa mengurangi hak saya.” (Wawancara 
tanggal 27 Agustus 2020) 
  
 
Gambar 4.24 Rekaman Suara dengan beberapa Guru 
Sumber: Hp peneliti sebagai alat perekam 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, jelas 
bahwa tidak ada pengurangan hak untuk guru yang terdampak kebijakan. Dari hal 
ini dapat dilihat bahwa penjaminan hak yang telah didapatkan memungkinkan guru 
untuk tidak menolak dipindah tugaskan. Selain itu dengan adanya penjaminan 
tersebut para guru yang terdampak dapat mengimplementasikan kebijakan dengan 
baik. 
IV.2.1.4 Struktur Organisasi  
 Sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapat, struktur organisasi dalam 





keberhasilan implementasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 
kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut 
merupakan variabel dalam struktur organisasi yang berpengaruh dalam 
pengimplementasian Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
 
Gambar 4.25 Struktur organisasi implementasi Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 
Sumber: Olahan Peneliti 2020 
 
1. Standrard Operating Procedure (SOP) 
 Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru yang termuat dalam 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja 
yang termuat dalam Juknis Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Hal ini sesuai 
dengan wawancara langsung dengan Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala 
Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batu yang 
menyebutkan “SOP yang dilakukan sesuai dengan juknis perwali yang kita gunakan 
sebagai dasar SOP nya karena di sana sudah jelas syarat-syarat dan pelaksanaannya 
harus bagaimana” (Wawancara tanggal 6 Oktober 2020).  Sependapat dengan hal 
tersebut, Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1, 





sana sudah sangat jelas dijabarkan terkait proses penataan, pemindahan guru, waktu 
pemindahan, penghargaan dan pemberian sanksi. Di mana dalam proses penataan 
tugas-tugas dijabarkan yaitu satuan pendidikan, dinas pendidikan, atau pihak yang 
terkait” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2020). Sehingga dari hasil wawancara 
dengan kedua narasumber di atas, jelas bahwa tidak adanya SOP tertentu melainkan 
SOP yang digunakan berpedoman kepada Juknis Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015.  
2. Fragmentasi 
 Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Batu menggambarkan 
dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. 
Dalam struktur organisasi seperti yang ada pada Gambar 4.3 Bagan Struktur Dinas 
Pendidikan Kota Batu, pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas 
sebagai pejabat tertinggi di mana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan 
rantai komando langsung ke Kepala Dinas. Sementara itu, dalam implementasi 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 merupakan tugas dari Dinas Pendidikan Kota 
Batu pada bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Implementasi pada jenjang 
SMP ditangani oleh Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Rafika Ismawati, 
S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan 
Kota Batu menyebutkan bahwa : 
“Dari Dinas Pendidikan mulai dari kabid kasi dan staf nya semua terlibat. 
Kalau penentuan kebijakannya berada pada pimpinan namun kalau pada 
pelaksanaannya entry data itu semua ada diteman-teman staf. Untuk jenjang 
SMP yang terlibat yaitu staf yang ada pada Seksi Tendik SMP, berbeda 
dengan yang SD dinaungi oleh Seksi Tendik SD. Kalau tugasnya itu 





tertera pada Juknis Perwali tersebut, karenakan SOP berpegang pada Juknis 
itu. Selain itu pembagian tugas juga di terima oleh satuan pendidikan . 
Masing-masing tugasnya juga sudah dijelaskan secara detail pada Juknis 
tersebut”. (Wawancara tanggal 1 Oktober 2020) 
 Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa, fragmentasi tidak hanya 
dilakukan di Dinas Pendidikan saja.  Namun satuan pendidikan khususnya pada 
jenjang SMP juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini 
dibenarkan oleh Ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1, 
beliau mengatakan bahwa 
 “Setiap sekolah SMP memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing, 
terkait dengan implementasi ini ya mbak tugas sekolah bisa dilihat dijuknis 
perwali karena sudah dijelaskan detail mengenai pembagian tugasnya, tiap 
tahun satuan pendidikan harus melaporkan tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan data guru yang ada beserta masa kerjanya serta melaporkan 
analisis kebutuhan sekolah, misalakan SMP 1 memiliki jumlah guru Bahasa 
Indonesia yang dirasa kurang sehingga perlu dilaporkan ke pihak Dinas 
Pendidikan.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan dalam mengimplementasikan 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 pada tingkat SMP memiliki tugas yang 
dijelaskan dalam Juknis Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Pada Juknis 
tersebut khususnya bab III Mekanisme Pelaksanaan, tugas Dinas Pendidikan dan 
Satuan Pendidikan yaitu: 
b. Dinas Pendidikan 
 Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS dan Non PNS 
berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dan Non PNS pada 
jenjang pendidikan SMP dan SMA dari seluruh kepala sekolah di kota 





 Melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS dan Non PNS bersama UPTD 
pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kota 
bersangkutan; 
 Membuat perencanaan penataan, pemerataan dan pemindahan guru PNS 
dan Non PNS serta penataan kelembagaan satuan pendidikan antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya; 
 Sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan 
guru PNS dan Non PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang 
kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada point satu dan 
kedua di atas; 
 Membuat laporan pelaksanaan penataan, pemerataan dan pemindahan guru 
PNS dan Non PNS serta penataan kelembagaan satuan pendidikan 
antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di 
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Wali Kota sebagai Pembina 
kepegawaian. 
c. Satuan Pendidikan 
 Melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh 
meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan 
guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah; 
 Melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola 
perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini; 
 Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS dan 





guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami 
kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan format I; 
 Melakukanan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi 
penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; 
 Melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS dan Non 
PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan: 
untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada Dinas Pendidikan Kota; 
 Satuan pendidikan dapat mengusulkan guru yang harus dipindahkan ke 
satuan pendidikan lain pada dinas; 
 Masing-masing kepala sekolah dapat berkomunikasi dalam rangka 
menyusun draf pemindahan guru sesuai ketentuan juknis ini. 
Tabel 4.9 Penyajian dalam bentuk tabel 
Variabel Pihak yang Terlibat Deskripsi 
Komunikasi 
Dinas Pendidikan 
Komunikasi dilakukan beberapa 
tahap dalam bentuk sosialisasi 
dengan melibatkan stakeholder 
pendidikan  
Kepala Sekolah 
Komunikasi dengan dinas 
pendidikan dan berpartisipasi 
dalam sosialiasi, serta komunikasi 




dilakukan melaui kepala sekolah 
melalui pemberian SPT 
Sumber Daya Dinas Pendidikan 
Tercukupinya SDM dalam 
implementasi kebijakan. SDM 
dalam perencanaan yaitu 
stakeholder pendidikan. SDM 
dalam pelaksanaan yaitu Dinas 
Pendidikan khususnya bidang 
Tenaga Pendidik dan 








Menjamin tidak adanya 
pengurangan hak yang telah 
didapatkan oleh guru yang akan 
dipindah. 
Guru 
Secara makro guru yang 
dipindahkan dapat menerima dan 
kecil kemungkinan untuk menolak, 
serta tidak adanya pengurangan hak 




SOP yang digunakan dinas 
pendidikan berpedoman kepada 
Juknis Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015. Dinas pendidikan 
memiliki tugas dan tanggung 
jawab masing-masing dalam 
implementasi perwali ini.  
Satuan Pendidikan 
Satuan pendidikan memiliki tugas 
dan tanggung jawab masing-
masing dalam implementasi 
perwali ini. 
 
IV.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perwali Kota Batu 
No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP 
 Implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP telah 
direalisasikan sesuai dengan tujuan, hingga menyisakan beberapa guru yang tidak 
dapat dirotasi sebagaimana yang sudah dijelaskan disub bab sebelumnya. Dalam 
proses implementasianya ditemui beberapa hambatan, seperti yang dijelaskan oleh 
Ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Dinas Pendidikan Kota Batu. Beliau menuturkan bahwa: 
“Dalam pengimplementasiannya hambatannya yaitu (1) harus 
menyesuaikan jam dan mata pelajaran, karena mutasi guru di tingkat SMP 
disesuaikan dengan Mata Pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang tidak 
bisa dimutasikan karena memang tidak ada untuk di mutasikan. Seperti 
agama budha yang hanya 3 orang yang mau diputer gimanapun juga tidak 
bisa karena  guru tersebut sudah mengajar di beberapa tempat, jadi dimutasi 
ataupun tidak ya sama saja. (2) harus menyesuaikan sertifikasi dan 





tunjangan sertifikasi tersebut diberikan kepada guru yang terpenuhi minimal 
mengajar 24 jam. Sehingga nanti ketika ada guru yang kita mutasikan ketika 
di sekolah tersebut tidak mendapat 24 jam mengajar maka dia tidak 
mendapat tunjangan sertifikasi. Kalau yang faktor lain seperti keberatan 
protes itu pun sudah wajar dan bisa diatasi.” (Wawancara tanggal 17 
September 2020) 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka penulis menyimpulkan 
bahwa faktor yang menghambat dalam implementasi Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 jenjang SMP, yaitu: 
1) Minimnya guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP seperti agama, 
PJOK, BK. Sedangkan pemerintah berfokus pada rotasi dengan 
menyesuaikan mata pelajaran dan total jam mengajar guru. Hal tersebut 
disebabkan oleh jumlah guru di Kota Batu yang sangat sedikit pada mata 
pelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan wawancara Ibu Dra. Chusnanik 
Mufidah, M.KPd selaku guru di SMP Negeri 4 Batu, yang menyebutkan: 
“Karena saya merupakan guru BK yang notabenya hampir semua sekolah 
mengalami kekurangan guru BK, bahkan di sekolah-sekolah lain kita sangat 
kekurangan guru BK. Jadi di sinipun apabila ditambahi guru BK masih bisa, 
di SMP yang saya tinggalkanpun juga tidak ada guru BKnya sama sekali. 
Sehingga saya juga di mengajar di sekolah yang lama hanya saja 
Satmikalnya di SMPN 4 ini.” (Wawancara tanggal 1 September 2020) 
 
2) Penjaminan total jam mengajar guru yang didapatkan sama dengan sebelum 
dipindahkan. Dalam proses penyesuaian total jam mengajar guru yang akan di 
rotasi pihak dinas menjamin tidak ada pengurangan hak yang telah didapatkan. 
Sehingga sebelum peraturan terealisasikan di lapangan, pihak dinas harus 
menyesuaikan jam mengajar guru di sekolah baru dengan kesesuaian mata 





 Sementara itu keberhasilan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015 jenjang SMP juga di pengaruhi oleh faktor-faktor pendukung. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh ibu Rafika Ismawati, S.Pd selaku Kepala Seksi Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Batu, beliau menuturkan 
bahwa: 
“Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan terkait dengan indikator 
keberhasilannya yaitu implementasi tersebut berjalan dengan baik dan 
semua orang sudah memahami karena sudah berjalan beberapa tahun 
sehingga menjadi kegiatan yang sudah rutin yang sudah tau jadwalnya itu 
kapan. Dan di awalkan sosialisasi terus digencarkan hingga mereka 
memahami tugas masing-masing. Dan salah satu faktornya lagi adalah 
bahwa penataan ini dinaungi oleh stakeholder pendidikan itu yang paling 
penting. Karena kan kami satu suara ibaratnya satu kebijakan satu suara dan 
ketika ini dilaksanakan dapat diterima dengan baik itu sih yang terpenting. 
Karena memang sosialisasi di awal semua sudah memahami jadi semua bisa 
terlaksana dengan baik sampai hari ini, kalau di awal-awalnya dulu memang 
susah memahami tapi tahun ketahun sudah memahami memang itu 
jadwalnya untuk rotasi.” (Wawancara tanggal 6 Oktober 2020) 
 Sementara itu ibu Tatik Ismiati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Kota Batu menjelaskan bahwa: 
“alhamdulillah pihak dinas ke satuan pendidikan itu mempunyai 
komunikasi yang baik dan terbuka. Sering adanya rapat dan sosialisasi 
menjadi salah satu faktor sehingga kami di sekolah tidak kebingungan 
dalam melaksanakan tugas.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2020) 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka penulis menyimpulkan 
bahwa faktor pendukung dalam implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015 jenjang SMP, yaitu: 
1. Adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Satuan 
Pendidikan di tingkat SMP.  Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi 





implementasi Muhammad Rifai S.Pd dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 
ada. 
2. Tidak adanya guru yang menolak dipindah tugaskan. Dilihat dari hasil 
wawancara kepatuhan guru dalam melaksanakan tugas menjadi salah satu 
faktor pendukung keberhasilan implementasi ini. 
3. Kesadaran guru dalam menerima Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 
menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi penataan dan 
pemerataan guru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Dra. Chusnanik 
Mufidah, M.KPd yang menyatakan “Saya sebagai seorang PNS tidak boleh 
merasa keberatan dan harus siap ditempatkan di mana saja.”  Sependapat 
dengan itu, bapak Muhammad Rifai S.Pd menegaskan “saya sebagai Aparatus 
Sipil Negara sudah menekan kontrak sebelum diterima dulu yaitu bersedia 
ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia. Sehingga ketika adanya 
pemindahan saya tidak keberatan.” 
 
IV.3 Analisis Data 
IV.3.1 Implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP 
 Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu dengan adanya 
penataan, pemeratan, pemindahan guru PNS dan guru non PNS, serta penataan 
kelembagaan satuan pendidikan merupakan langkah pemerintah Kota Batu secara 
administrasi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 





dengan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang 
mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Upaya tersebut menjadikan guru 
maupun siswa memiliki status yang sama di setiap sekolah.  
 Kamsia (1997 dalam Suwito 2015:24) menegaskan bahwa kualitas yang 
dimaksud dalam konteks pendidikan adalah dalam konsep relatif, terutama 
berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Guru sebagai pelanggan internal 
memiliki peran penting dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
Dalam konteks ini penataan, pemerataan, dan pemindahan guru yang termuat dalam 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 memiliki tujuan sebagaimana yang telah 
dijabarkan dalam bab sebelumnya sehingga pengimplementasiannya diupayakan 
dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.  
 Implementasi kebijakan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015 pada tingkat SMP berjalan dengan baik dari 2015 hingga 2020 apabila 
dipresentasekan hampir terealisasikan 98%. Menyisakan beberapa guru (1-2%) 
yang tidak bisa dimutasikan karena jumlah guru yang sangat sedikit. Dalam 
peimplementasiannya dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah 
ditetapkan. Beberapa pihak yang terkait harus melaksanakan tahapan dan bertindak 
sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam Peraturan Wali 
Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Tahapan setiap proses implementasi kebijakan 
tersebut telah disebutkan secara jelas melalui peraturan dan petunjuk teknis yang 






 Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perwali Kota 
Batu No. 57 Tahun 2015 pada tingkat SMP dalam upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat 
dari minimnya guru yang belum di rotasikan karena jumlah guru yang sangat 
minim. Untuk membuktikan keberhasilan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 pada tingkat SMP, hasil yang sudah diperoleh dianalisis berdasarkan 
teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model implementasi 
kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel. Variabel tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi 
(sikap), dan struktur birokrasi. 
IV.3.1.1 Komunikasi 
 Variabel pertaman yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 
suatu kebijakan, menurut Edward III (Agustino, 2017, p. 137) adalah Komunikasi. 
Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 
implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun 
indikator yang dipakai guna mengukur keberhasilan komunikasi implementasi 
kebijakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP sesuai dengan teori 
George C. Edward III yaitu: 
a. Transmisi 
 Edward III dalam Agustino (2017, p. 137) menyampaikan bahwa 
penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi 





adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Hal ini disebabkan karena 
komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi sehingga apa yang 
diharapkan terdistorsi di tengah jalan.  
 Berdasarkan hasil penelitian, sebelum dilaksanakan implementasi 
kebijakan tersebut dilakukan komunikasi antara pembuat kebijakan dan 
kelompok sasaran kebijakan yang berupa sosialisasi program Perwali Kota 
Batu No. 57 Tahun 2015. Sosialisasi ini merupakan langkah awal yang 
dilakukan pemerintah Kota Batu sebagai penyampaian informasi yang tepat 
sebelum Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 terimplementasikan kepada 
kelompok sasaran. Untuk menghindari miskomunikasi dalam penyaluran 
informasi, sosialisasi bersifat menyeluruh yang dihadiri semua jenjang TK, 
SD, dan SMP atau sejenisnya serta stakeholder pendidikan. 
 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
penyaluran komunikasi berupa sosialisasi program Perwali Kota Batu No. 
57 Tahun 2015 dilakukan dengan baik. Hal ini karena dalam penyaluran 
informasi bersifat menyeluruh yang melibatkan semua pihak yang terkait. 
Sehingga antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan tidak 
ada miskomunikasi.  
b. Kejelasan 
 Edward III dalam Agustino (2017, p. 137) menyampaikan bahwa 
komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan 
tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan 





membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar 
tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi sebagai bentuk komunikasi 
dilakukan kembali setelah perwali Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
Dalam sosialisasi ini stakeholder pendidikan pada jenjang SMP hadir dan 
bermusyawarah hingga menghasilkan keputusan akhir berupa Berita Acara 
Pleno Penataan dan Pemerataan Guru. Sosialisasi ini dilakukan kembali 
guna para pelaksana kebijakan yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut 
tidak kebingungan dalam melakukan tugasnya. 
 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
penyaluran komunikasi berupa sosialisasi mengenai proses 
pengimplementasian Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dilakukan 
kembali dengan baik. Hal ini karena dalam penyaluran informasi bersifat 
mengerucut yaitu ditujukan pada beberapa pihak yang berkepentingan pada 
jenjang SMP. Dengan sosialisasi tersebut para pembuat kebijakan dan 
kelompok sasaran kebijakan memahami tugas masing-masing dengan jelas. 
Sehingga ketika para pelaksana kebijakan mengiplementasikan kebijakan 
tersebut tidak merasa kebingungan.  
c. Konsistensi  
 Edward III dalam Agustino (2017, p. 137) menyampaikan bahwa 
perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah 
konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang 





pelaksana di lapangan. Apabila dilihat berdasarkan hasil penelitian, 
komunikasi telah dilakukan dengan konsisten. Komunikasi dilakukan 
melalui sosialisasi kepada Kepala Sekolah Meskipun pihak Dinas 
Pendidikan mengkomunikasikan secara bertahap kepada guru yang 
bersangkutan yaitu melalui Kepala Sekolah, penyampaian komunikasi yang 
diterima oleh guru telah sesuai dengan yang diperintahkan. 
 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
penyaluran komunikasi pengimplementasian Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015 telah dilaksankan dengan konsisten. Hal ini karena tidak ada 
kesalahan dan sesuai dengan prosedur dalam penyaluran informasi yang 
bersifat bertahap. Para pelaksana kebijakan menerima informasi dengan 
jelas melalui Surat Perintah Tugas (SPT) yang diberikan oleh Kepala 
Sekolah. Kepala Sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan perintah yang 
diberikan oleh Dinas Pendidikan. 
IV.3.1.2 Sumber Daya  
 Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam 
implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat   George   C.   Edwards   
III dalam Agustino (2017, p. 137) staf atau sumber daya manusia (SDM) merupakan 
sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering teradi 
karena implementasi kebiajkan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak 
mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Kecukupan staf 





mengimplementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh 
kebijakan itu sendiri.  
 Apabila dilihat berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia yang 
terlibat merupakan stakeholder pendidikan yang terkait dalam implementasi 
kebijakan di tingkat SMP. SDM yang terlibat terbagi menjadi dua bagian yaitu 
SDM dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan SDM yang 
terlibat yaitu (1) Dewan Pendidikan, (2) Kementerian Agama, (3) PGRI (Persatuan 
Guru Republik Indonesia), DPRD Kota Batu, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah) jenjang SMP, MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) jenjang 
SMP. Stakeholder tersebut merupakan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai 
dengan bidang yang dibutuhkan dalam merencanakan Perwali Kota Batu No. 57 
Tahun 2015. 
 Sementara itu dalam pelaksanaan SDM yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan 
khususnya bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta satuan pendidikan. 
Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan merupakan 
bidang yang dipercayai pemerintah kota untuk melaksanakan peraturan tersebut. 
Karena tugas pokok dan fungsi bidang tersebut paling sesuai dan kompeten yang 
dapat melaksanakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Berdasarkan hasil 
penelitian juga didapatkan bahwa staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan 
tersebut telah mecukupi. Sementara itu satuan pendidikan sebagai salah satu SDM 
yang terlibat dalam pelaksanaannya dinaungi oleh kepala sekolah beserta staf-





 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sumber daya manusia yang 
terlibat dalam pengimplementasian Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 telah 
dilaksanakan mencukupi dan kompeten sesuai dengan kemampuan dalam 
bidangnya. Di mana SDM yang terlibat terbagi menjadi dua bagian yaitu dalam 
perencanaan dan pelaksanaannya. SDM yang terlibat merupakan stakeholder yang 
kompeten dalam bidangnya guna melaksanakan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015. 
IV.3.1.3 Disposisi 
 Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan komitmen pelaksana 
kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi bagi 
George C. Edward III merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan kebijakan. Suatu kebijakan yang efektif, para pelaksana kebijakan 
harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan dapat melaksanakannya. 
(Agustino, 2017, p. 140) 
 Sesuai dengan teori Edward II, yang menjadi perhatian mengenai disposisi 
dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah efek diposisi dan pemberian 
insentif. Efek disposisi, para guru sebagai pelaksana kebijakan melaksanakan 
kebijakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang diatur. Dalam implementasi 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP, kemauan dan kesanggupan 
para pelaksana dalam melakukan implementasi tersebut dinilai sudah baik. 
Walaupun beberapa guru yang awalnya merasa keberatan, mereka tetap 





guru ditepis karena adanya sanksi apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 
perintah.  
 Terkait pemberian insentif, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 
informan tidak terdapat insentif khusus yang diberikan. Hanya saja pemerintah 
Kota Batu melalui Dinas Pendidikan menjamin tidak adanya pengurangan hak yang 
telah didapatkan oleh guru. Di mana pihak Dinas Pendidikan menjamin 
memberikan solusi terbaik agar tidak terjadi pengurangan hak segi gaji maupun 
tunjangan sertifikasi. Dari hal tersebut meminimalisir penolakan pemindahan guru 
serta agar para guru dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik. 
 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para guru 
melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang 
diatur karena terdapat sanksi apabila menolak kebijakan. Pemberian insentif tidak 
dilakukan bagi guru yang terkena dampak, melaikan tidak ada pengurangan hak 
yang telah didapatkan. Guru sebagai para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan tidak dapat menolak kebijakan, sehingga kebijakan dapat 
berjalan dengan efektif.   
IV.2.1.4 Struktur Organisasi  
 Pendapat Edward III dalam Agustino (2017, p. 141), struktur organisasi 
mencakup SOP (Standar Operating Procedures) dan melakukan fragmentasi. 
Standar prosedur operasional merupakan prosedur atau aktivitas terencana rutin 
yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 





tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing sehingga implementasi akan 
lebih efektif kaena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, implementasi Perwali Kota 
Batu No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur 
kerja. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pihak Dinas 
Pendidikan maupun satuan pendidikan menggunakan pedoman Juknis Perwali Kota 
Batu No. 57 Tahun 2015. Pada juknis tersebut khususnya pada Bab II tentang 
Penataan, Pemerataan dan Pemindahan Guru PNS dan Non PNS serta Penataan 
Kelembagaan Satuan Pendidikan; serta Bab III Mekanisme Pelaksanaan dijelaskan 
secara detail mengenai tugas dan tata cara mengimplementasikan peraturan 
tersebut. Sehingga Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan tidak ada 
kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. 
 Sruktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Batu menggambarkan 
dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, 
sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Namun dalam implementasi 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 merupakan tugas dari Dinas Pendidikan Kota 
Batu pada bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan sehingga tugas pokok dan 
fungsi saling terkait. Selain itu penyebaran tanggung jawab juga diberikan kepada 
satuan pendidikan ditingkat SMP. Sehingga antara Dinas Pendidikan maupun 
satuan pendidikan mempunyai keterkaitan perihal tugas pokok dan fungsi dalam 
implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. 
 Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur organisasi pada 





penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Pendidikan khususnya bidang 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Satuan Pendidikan. Sehingga kedua pihak 
tersebut memiliki keterkaitan tugas dalam mengimplementasikan kebijakan 
tersebut.  Dalam melaksakan tugasnya kedua pihak menggunakan pegangan SOP 
pada Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 beserta Juknisnya. 
 
IV.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perwali Kota Batu 
No. 57 Tahun 2015 jenjang SMP 
 Keberhasilan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 tentunya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang 
tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan hasil wawancara 
dan pengamatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses 
implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015. Berikut faktor-faktor yang 
ditemukan: 
1. Faktor Pendukung  
a. Sosialisasi  
 Sosialisasi menurut Agustino (2017, p. 162) merupakan salah satu 
cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan 
ditempuh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikan, tanpa 
sosialsiasi yang cukup baik maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, terdapat komunikasi yang 





yang berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan beberapa tahap hingga dalam 
implementasi kebijakan ini tidak ada miskomunikasi. 
b. Wujud Kepatuhan  
 Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh 
atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kepatuhan juga 
sangat menentukan efektif tidaknya implementasi suatu kebijakan 
(Agustino, 2017, p. 160). Dalam realisasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015 dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dari 280 guru yang dimutasi tidak 
terdapat guru yang menolak dipindah tugaskan. Hanya saja para guru 
merasa keberatan yang muncul di awal pemindahan namun keberatan 
tersebut hilang sejalan dengan proses adaptasi dilakukan. 
c. Kesadaran Menerima Kebijakan 
 Masyarakat yang digerakkan oleh logika rational choices (pilihan-
pilihan rasional) banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau 
menerima dan melaksanakan kebijakan sebagai suatu yang logis, rasional 
serta memang dirasa perlu (Agustino, 2017, p. 157). Kesadaran guru dalam 
menerima Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dilandasi oleh tingginya 
kesadaran para guru akan tugas dan kewajibannya sebagai ASN. 
Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh 






2. Faktor Penghambat 
a. Minimnya guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP 
 Jumlah guru pada mata pelajaran seperti agama, PJOK, dan BK yang 
sangat minim menjadikan salah satu faktor penghambat dalam 
mengimplementasikan Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015.  Sedangkan 
pemerintah berfokus pada rotasi dengan menyesuaikan mata pelajaran dan 
total jam mengajar guru. Dengan jumlah guru yang minim dibeberapa mata 
pelajaran guru yang dirotasi harus mengajar dibeberapa sekolah. Dengan 
adanya hal itu proses implementasi menjadi terhambat, bahkan tidak 
adanya efek yang timbul apabila guru tersebut dipindahkan. Hal tersebut 
karena guru sudah merangkap dibeberapa sekolah dan apabila di mutasi 
guru akan tetap mengajar di sekolah yang sama dengan sebelumnya. 
b. Penjaminan total jam mengajar guru 
 Dalam menjamin tidak adanya pengurangan hak bagi guru yang 
akan dirotasi, pemerintah menjamin total jam mengajar guru yang akan 
didapatkan sama dengan yang sudah diperoleh. Dalam prosesnya kesulitan 
ditemukan karena pemindahan didasarkan sesuai mata pelajaran. Sehingga 
sebelum peraturan terealisasikan di lapangan, pihak dinas harus 
menyesuaikan jam mengajar guru di sekolah baru dengan kesesuaian mata 
pelajaran yang akan di ajar. Penjaminan total jam mengajar dilakukan 








 Berdasarkan hasil penelitian yang ada mengenai implementasi kebijakan 
penataan dan pemerataan guru Perwali Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP di Kota Batu dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 pada tingkat SMP dalam 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan berjalan dengan baik dan dapat 
dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari minimnya guru yang belum 
dirotasikan karena kekurangan guru, beberapa guru tersebut sudah merangkap 
dibeberapa sekolah tertentu. Keberhasilan tersebut dipengaruhi beberapa 
variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur 
birokrasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan pada sebelum perwali 
ditetapkan, persiapan implementasi, dan ketika implementasi dilaksanakan 
dengan melibatkan stakeholder pendidikan pada tingkat SMP. Sumber daya 
manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini merupakan stakeholder 
pendidikan di tingkat SMP di mana SDM tersebut tercukupi untuk 
melaksanakan tugas. Dalam hal ini disposisi yaitu kesediaan para guru untuk 
dipindah tugaskan, adanya jaminan tidak ada pengurangan hak yang telah 
didapatkan, serta adanya sanksi apabila tidak melaksanakan tugas sehingga 





dalam implementasi ini yaitu Juknis Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015, 
serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara dinas 
pendidikan dengan satuan sekolah. 
2. Faktor pendukung keberhasilan implementasi Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 
2015 pada tingkat SMP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yaitu 
adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Satuan 
Pendidikan di tingkat SMP yang berupa sosialisasi. Adanya wujud kepatuhan 
guru juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Selain itu, tingginya 
kesadaran guru sebagai ASN di mana harus bersedia ditempatkan di seluruh 
wilayah NKRI. Sementara faktor penghambat implementasi Perwali Kota Batu 
No. 57 Tahun 2015 pada tingkat SMP dalam upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan yaitu minimnya jumlah guru pada mata pelajaran seperti agama, 
PJOK, dan BK, sehingga apabila guru tersebut dipindahkan tidak ada efek yang 
timbul karena guru sudah merangkap dibeberapa sekolah. Faktor penghambat 
lain yaitu kesulitan menyesuaikan jam mengajar guru di sekolah baru dengan 
kesesuaian mata pelajaran yang akan di ajar.  
 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru Perwali Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan pada jenjang SMP di Kota Batu dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 





a. Sosialisasi Perwali Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 pada tingkat SMP 
perlu dilakukan secara langsung dari dinas pendidikan dengan pihak yang 
bersangkutan tanpa melalui perantara, sehingga dapat meminimalisir 
kesalahan informasi yang diterima. 
b. Dinas Pendidikan Kota Batu seharusnya lebih memperhatikan guru pada mata 
pelajaran tertentu seperti mata pelajaran Bimbingan Konseling dan Agama. 
Karena notabenya jumlah guru mata pelajaran tersebut dirasa cukup minim 
sehingga beberapa guru harus mengajar dibeberapa sekolah. Peneliti 
menyarankan agar dinas pendidikan dapat selektif terhadap keputusan yang 
akan diambil guna menyelesaikan permasalahan tersebut.  
c. Program penataan dan pemerataan guru di Kota Batu memang sudah 
dilaksanakan dengan baik, tetapi pemerintah harus dapat melihat perubahan 
dan membuat kebijakan lanjutan dengan dikuatkan dengan kriteria guru yang 
akan di rotasi selanjutnya. Apabila beberapa guru sudah di rotasi pada 5 tahun 
awal pengimplementasian kebijakan, maka 5 tahun setelahnya guru yang belum 
dirotasi semakin sedikit.  
2. Satuan Pendidikan 
a. Satuan Pendidikan harus lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan 
analisa kebutuhan guru di sekolahnya. Peneliti menyarankan agar analisa 
kebutuhan sekolah dibuat secara jelas sesuai dengan kebutuhan di lapangan 
tanpa adanya manipulasi. Karena hal tersebut secara tidak langsung 
berdampak pada sekolah lain. Seperti pelaporan kelebihan guru di sekolah 
tertentu yang harus segera di laporkan agar dapat dipindahkan ke sekolah 





b. Satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan harus 
berpedoman sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga dapat 
memudahkan pihak dinas pendidikan dalam melancarkan kebijakan yang 
telah diselenggarakan.  
3. Guru 
 Guru harus selalu siap dipindah tugaskan karena sebagai seorang ASN harus 
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan 
oleh instansi pemerintah. Serta di manapun guru mengajar guru harus selalu 
meningkatkan kualitasnya untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya. Selain itu 
guru harus lebih kritis terdahap peraturan yang di buat pemerintah, khususnya 
Perwali Kota Batu No. 57 Tahun 2015 karena sudah diimplementasikan dan 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara 
DAFTAR PERTANYAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU 
1. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota Batu 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di tingkat Sekolah Menengah 
Pertama? 
2. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota Batu 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di sekolah? 
3. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota yang 
dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di sekolah untuk guru itu sendiri? 
4. Adakah bentuk komunikasi yang dilakukan selain sosialisasi? 
5. Berapa periode rotasi guru yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2020? 
6. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru di Kota Batu yang dilakuan Dinas Pendidikan Kota di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama? 
7. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru di Kota Batu yang dilakuan Dinas Pendidikan Kota ke sekolah dan 
untuk guru yang di rotasi? 
8. Apa saja tunjangan/fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menunjang 
adanya rotasi guru?  
9. Adakah guru yang merasa keberatan dalam menjalankan kebijakan ini? 
10. Bagaimana kulifikasi guru SMP yang dapat di rotasi? 






12. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam 
implementasi kebijakan tersebut? 
13. Bagaimana pembagian tugas dalam menjalankan Peraturan WaliKota Batu 
Nomor 57 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? 
14. Apa faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ? 
15. Apa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ? 
 
DAFTAR PERTANYAAN SMPN 1 DAN SMPN 4 KOTA BATU 
1. Apakah Ibu/Bapak termasuk salah satu guru yang terkena dampak rotasi 
guru di Kota Batu? 
2. Periode ke-Berapa Ibu/Bapak dirotasi? 
3. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota Batu 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di tingkat Sekolah Menengah 
Pertama? 
4. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota Batu 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di sekolah? 
5. Bagaimana sosialisasi program penataan dan pemerataan guru di Kota yang 
dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu di sekolah untuk guru itu sendiri? 
6. Adakah bentuk komunikasi yang dilakukan selain sosialisasi? 
7. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 






8. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru di Kota Batu yang dilakuan Dinas Pendidikan Kota ke sekolah dan 
untuk guru yang di rotasi? 
9. Apa saja tunjangan/fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menunjang 
adanya rotasi guru?  
10. Adakah guru yang merasa keberatan dalam menjalankan kebijakan ini? 
11. Bagaimana kulifikasi guru SMP yang dapat di rotasi? 
12. Bagaimana koordinasi implementasi kebijakan antara Dinas Pendidikan 
dengan Guru? 
13. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam 
implementasi kebijakan tersebut? 
14. Apa faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ? 
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